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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Nama Huruf Latin Nama
Arab
\ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba B Be
< Ta T Te
< sa $ es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z ha h ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal V4 zet (dengan titik di atas)
D) Ra R Er
J Zai Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy es dan ye
o= sad S es (dengan titik di bawah)
ua dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titik di bawah)
L za z zet (dengan titik di bawah)
¢ > ain ¢ apostrof terbalik
¢ Gain G Ge
s Fa F Ef
é Qaf Q Qi




& Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

O Nun N En

B Wau W We

° Ha H Ha

s Hamza ’ Apostrof
s Ya Y Ye

Hamzah (¢) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa
pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (°).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
| fathah A A
J Kasrah I I
| dammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
¢ fathah dan ya’ Ai adani
3 fathah dan wau Au adanu
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Contoh:
<X : kaifa
Jd 3 : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Tanda Nama
Huruf
. fathah dj;,ahf atau A a dan garis di atas
s kasrah dan ya’ I a dan garis di atas
K] dammah dan wau U a dan garis di atas
Contoh:
<l :mata

&R D rama

J&  gila

S 3 yamiitu

4. Ta’ marbitah

Transliterasi untuk ta’marbitah ada dua, yaitu: ta’ marbiitah yang hidup
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
Sedangkan ta@’ marbiitah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbiitah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ¢a’
marbitah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Ja YV i 5 5 : raudah al-atfal

4 s 045 24V - gl madinah al- fadilah
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&N : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydid (<), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

W5 :rabbana

WS pagjjaina

&) al-hagq
a2 :nu’ima
3% . ‘aduwwun

Jika huruf < ber-fasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah (<) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi 1.

Contoh:

e @ ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

(0= @ ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf JI
(alif lam ma ‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang
mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan
dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

el : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

A3 al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
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aada . al-falsafah
AL s al-biladu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata.Namun, bila hamzah terletak di

awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

O 554l . ta’murina
g 3 s al-nau’
el s syai’'un
IR S umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya,
kata al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila
kata- kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus
ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

F1 Zilal al-Qur’an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Xiv



9. Lafz al-Jaldlah (<)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai mudafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf
hamzah.

Contoh:

A (s dinullah S\billah

Adapun @’ marbutahdi akhir kata yang disandarkan kepada Lafz al-
Jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

&) das A8 24 hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (4// Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya,digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri
didahului oleh kata sandang (a/-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak
pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf
kapital (A4l-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul
referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks
maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasil

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazt bi Bakkatamubarakan

Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al-Qur’an
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Nasir al-Din al-Tust

Abit Nasr al-Farabt

Al-Gazalt

Al-Mungqiz min al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 4bi

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abii al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abii al-

WalidMuhammad (bukan: Rusyd, Abii al-Walid Muhammad Ibnu)

B. Daftar Singkatan

Swt.

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abii Zaid, Nasr Hamid (bukan:

Zaid, Nasr HamidAbu)

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Saw.

a.s.

=

SM

QS
HR

subhanahii wa ta‘ala

sallallahu ‘alaihi wa sallam

‘alaihi al-salam

Hijrah

Masehi

Sebelum Masehi

Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
Wafat tahun

QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4

Hadis Riwayat
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Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

g = dada
e = O s
prla = ale 5 agle &l Lo
L = dxds
o = DA O
& = oAl JN\ila Al )

e = e
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ABSTRAK

Nama : Novi Aulia Sari

Nim 120256121084

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Status Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa Ganti Oli Motor
Prespektif Masalahah di Kecamatan Banggae Timur
Kabupaten Majene

Penelitian ini menganalisis 1) praktik jasa ganti oli motor di Kecamatan
Banggae Timur 2) menelaah status kepemilikan oli bekas dalam perspektif fikih
muamalah melalui pendekatan maslahah. Jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data
primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik bengkel dan konsumen serta
pihak yang terkait lainnya, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur yang
relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk data
dan dari data tersebut diambil kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Praktik jasa ganti oli pada
dasarnya merupakan akad ijarah, yaitu jasa penggantian oli dengan imbalan
tertentu. Namun, dalam praktiknya oli bekas biasanya langsung dikelola oleh
pihak bengkel tanpa persetujuan yang jelas dari pemilik kendaraan. Secara
hukum, kepemilikan oli bekas tetap berada pada konsumen karena tidak ada akad
pengalihan hak milik. Meskipun sebagian konsumen tidak keberatan, sikap diam
tersebut belum tentu menunjukkan kerelaan yang sah.. 2) analisis maslahah,
pengelolaan oli bekas oleh bengkel memang memiliki nilai kemanfaatan ekonomi
dan lingkungan, namun tidak dapat mengabaikan prinsip perlindungan hak milik
(hifz al-mal) sebagai bagian dari maqasid al-syari’ah.

Berdasarkan temuan peneliti di atas, penulis mengajukan beberapa
implikasi, yaitu: 1) bagi mekanik atau pemilik bengkel, disarankan untuk tetap
menawarkan pilihan kepada konsumen apakah oli bekas akan diambil kembali
atau diserahkan kepada bengkel, agar praktik usaha sesuai dengan prinsip
perlindungan harta (hifz al-mal) dalam hukum ekonomi syariah. Bagi konsumen,
perlu menyampaikan secara jelas apabila ingin mengambil kembali oli bekasnya
agar hak kepemilikan tetap terjaga.
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki tiga komponen ulama yang saling terkait dan tidak dapat
dipisahkan satu sama lain, yaitu akidah (keyakinan), syariah (hukum Islam), dan
akhlak (moral). Syariah sebagai bagian dari Islam mengatur berbagai aspek
kehidupan manusia, termasuk hubungan denga Allah swt., hubungan antara
manusia, dan hubungan alam sekitarnya. Oleh karena itu, syariah mencakup dua
aspek penting, yaitu ibadah (hubungan vartikal dengan Allah) dan muamalah
(hubungan horizontal antar manusia). Muamalah sendiri dapat dibagi menjadi dua
bagian, yaitu area publik dan privat.’

Fikih Muamalah adalah cabang ilmu dalam Islam yang membahas hukum-
hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam konteks transaksi
jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan berbagai bentuk interaksi
ekonomi lainnya. Sebagai bagian dari ajaran Islam yang komprehensif, fikih
muamalah memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana seorang Muslim
seharusnya berinteraksi dengan sesama dalam urusan ekonomi agar tetap sesuai
dengan prinsip-prinsip syariah.2

Dalam fikih muamalah, kepemilikan suatu barang dapat dipahami sebagai
hak penuh seseorang atas sesuatu yang ia miliki, yang memungkinkan ia untuk
memanfaatkan atau mengalihkan hak miliknya tersebut. Terdapat beberapa dasar
hukum dalam fikih yang mengatur tentang kepemilikan barang, baik yang

berkaitan dengan barang baru maupun barang bekas. Kepemilikan juga dilihat dari

! Achmad Muzammi Alfan Nasrullah, Ekonomi Syariah, (Cet 1; Malang: Literasi

Nusantara Abadi,2023), h. 12-13.

2 Aprilia Ajeng Pertiwi, Muh. Wasith Achadi, Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam
Pembelajaran Fikih Pada Kelas 9 di Mts Negeri 2 Karawang, Jurnal Manajemen dan Pendidikan
Islam. Vol 3, No 3, 2023, h. 112.



dua sisi, yaitu hak milik yang sah dan hak milik yang tidak sah. Barang yang
dimiliki secara sah adalah barang yang didapatkan melalui jalan yang
diperbolehkan dalam Islam, sedangkan barang yang diperoleh dengan cara yang
tidak sah dapat menimbulkan masalah hukum dalam syariat.3

Dalam kehidupan sehari-hari, transaksi ekonomi seringkali melibatkan
produk-produk yang tidak selalu baru atau bahkan tidak digunakan lagi, seperti oli
bekas pada layanan jasa ganti oli motor. Oli bekas adalah barang yang dihasilkan
dari proses pergantian oli pada kendaraan bermotor. Seiring berkembangnya
industri otomotif dan semakin banyaknya kendaraan, layanan ganti oli motor
menjadi hal yang umum. Oli bekas yang dihasilkan dari jasa ganti oli motor
kemudian menjadi isu yang perlu dikaji dalam perspektif fikih muamalah,
khususnya mengenai status kepemilikannya, apakah diperbolehkan untuk dijual
atau harus dikelola dengan cara tertentu.

Oli bekas dalam konteks transaksi jual beli, dapat dipandang sebagai
barang yang telah digunakan namun masih memiliki nilai ekonomi tertentu.
Dalam perspektif hukum Islam, barang bekas tidak otomatis menjadi barang yang
haram atau tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Yang lebih penting adalah
bagaimana barang tersebut diperoleh dan apakah dalam pengelolaannya mengikuti
prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak melanggar ketentuan mengenai kejujuran, tidak
merugikan pihak lain, dan tidak menimbulkan bahaya yang tidak dapat diterima
secara hukum.*

Seiring dengan berkembangnya industri otomotif, jasa ganti oli motor

menjadi salah satu sektor yang cukup menjanjikan. Setiap kali pemilik kendaraan

% Cut Miftahul Jannah, Penentuan Waktu Pengalihan Hak Milik Dalam Transaksi Akad
Murabahah Menurut Figh Muamalah, Skripsi, 2021, h.22.

* Utin Mustautina, Hertina, Zuraidah, Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Praktik Jual
Beli Pakaian Bekas Di Sosial Media Instagram, Journal of shaira and law, Vol 2 h.1211



melakukan ganti oli, maka oli lama yang telah terpakai akan diganti dengan oli
baru. Oli bekas tersebut pada umumnya akan diambil oleh pihak penyedia jasa
ganti oli dan sering kali dijual kembali kepada pihak ketiga, atau bahkan
disalurkan untuk keperluan tertentu.

Jika oli bekas tersebut dikelola dengan baik dan dijual dengan cara yang
tidak merugikan, maka dalam perspektif hukum Islam, kepemilikan oli bekas bisa
diperbolehkan, asalkan transaksi yang terjadi memenuhi prinsip-prinsip keadilan,
tidak merugikan pihak lain, serta tidak menimbulkan bahaya atau kerusakan. Di
sisi lain, jika oli bekas tersebut dianggap berbahaya atau tidak dapat dikelola
dengan cara yang benar, maka lebih baik oli tersebut tidak diperdagangkan.”

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk mempermudah pemahaman penelitian ini dan menghindari

kesalahpahaman, peneliti akan menyajikan definisi yang terkait erat dengan judul

skripsi. Berikut ini adalah uraian fokus penelitian dan deskripsi fokus yang

disajiakn dalam bentuk tabel:

praktik kepemilikan oli bekas
pada jasa Ganti oli motor di

Kecamatan Bangae Timur

No Fokus penelitian Deskripsi fokus

1. | Status kepemilikan oli bekas | Status ini  memperhatikan status
pada jasa Ganti oli motor di | kepemilikan oli bekas dengan meninjau
bengkel motor Kecematan | jenis akad yang terjadi antara pihak
Bangae Timur bengkel dan konsumen

2. | Perspektif maslahah terhadap | Menganalisis kedudukan hukum

kepemilikan oli bekas setelah proses
penggantian oli kendaraan bermotor

dalam persfektif maslahah.

> Wa Alimuna, La Ode Muhammad Erif, Implimentasi pengelolaan limbah oli pada
pelaku usaha bengkel motor sebagai Upaya pengendalian cemaran lingkungan di kota Kendari,
jurnal serambi engineering, h. 15682



C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana praktik jasa ganti oli motor pada bengkel motor Kecamatan
Banggae Timur?
2. Bagaimana Analisis maslahah terhadap status kepemilikan oli bekas pada
jasa ganti oli motor Kecamatan Banggae Timur?

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, dijelaskan hasil penelitian sebelumnya yang dapat
dijadikan acuan untuk topik penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dipilih
sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti, sehingga diharapkan
dapat memberikan penjelasan dan menjadi referensi dalam
menyelesaikanpenelitian ini. Berikut adalah penelitian terdahulu yang relevan
dengan topik ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Absir dengan judul “Mengambil Hak
Kepemilikan Oli Bekas Di Setiap Bengkel Di Tinjau Menurut Prespektif
AL-Urf  (Studi Kasus Di Hidimulyo Barat Kecematan Metro Pusat)”
Institut Agam Islam Negri (Iain) Metro tahun 2024.° Hasil dari penelitian
ini diketahui tinjauan hukum al-urf terhadap kepemilikan sisa oli bekas
pada jasa servis motor dan mobil di Hadimulyo Barat Kecematan Metro
bahwa berdasarkan al-urf amali, kaidah figh dan kaidah cabangnya, yaitu
“adat (kebiasaan) dapat dijadikan landasan hukum” dan “adat yang
dianggap dasar penetapan hukum hanyalah apabila telah menjadi
kebiasaan terus menerus atau lebih banyak berlaku”, sehingga praktik
pengantian oli bekas yang dilakuan oleh pemilik bengkel dan konsumen

tidak dipermasalahkan dan dibolehkan dilakuakn secara terus menrus dan

® Absir, Mengambil Hak Kepemilikan Oli Bekas Di Setiap Bengkel Di Tinjau Menurut
Perspektif Al-Urf (Studi Kasus Di Hidimulyo Barat Kecematan Metro Pusat), Skripsi, Institut
Agam Islam Negri (Iain) Metro, 2024.



berulang kali tanpa harus meminta izin kepada konsumen, hal ini sudah

menjadi sebuah kebiasaan yang berulang berdasarkan kaidah figh yang

dapat menjadi rujukan.

Sedangkan penelitian ini akan fokus pada fikih muamalah yaitu hukum
islam yang mengatur transaksi dan muamalah antar sesama, kemudia menentukan
siapa yang paling berhak memiliki oli bekas menurut fikih muamalah itu sendiri
dan menekankan pada kepemilikan dan akad dalam muamalah antara bengkel dan
konsumen.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Afif Nasrullah dengan judul Tinjauan

Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada Bengkel

Servis Motor Di Desa Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten

Bondowoso, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jamber

tahun 2024.” Penelitian ini untuk mengungkap mengenai bagaimana proses

kepemilikan oli bekas otomatis pada bengkel servis motor atas tidak
adanya akad servis Ganti oli di desa Pecolongan kecematan Sukosari
kabupaten Bondowoso. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
terhadap kepemilikan oli bekas otomatis pada bengkel motor di Desa

Pecalongan Kecamatan Sukosari Kabupaten Bondowoso. Tujuan

penelitian ini Mendeskripsikan proses kepemilikan oli bekas otomatis pada

bengkel service motor mengenai tidak adanya akad servis ganti oli. Dan

Menjelaskan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terkait kepemilikan oli

bekas otomatis pada bengkel motor di Desa Pekalongan Kecamatan

Sukosari Kabupaten Thai Bondowosoai Hail Achmad Siddio. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan

" Afif Nasrullah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas
Pada Bengkel Servis Motor Di Desa Pecalongan Kecematan Sukosari Kabupaten
Bondowoso,Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jamber, 2024.



pendekatan kualitatif deskiptif dan menggunakan teknik wawancara.
Adapun hasil penelitian ini adalah Bahwa pihak pemilik bengkel tidak ada
minta izin kepada konsumen pemilih oli bekas yang menjadi langganan
bengkel untuk mengambil manfaat dari oli bekas. Mengingat pemilik
kendaraan yang telah mengganti oli mesinnya selalu mengabaikan atau
ditinggalkan begitu saja sisa oli bekas tersebut di bengkel service motor
sehingga ucapan akan untuk meminta oli bekas tersebut tidak pernah
dilakukan oleh pemilik bengkel kepada konsumen yang menjadi langganan
dalam pergantian oli mesin di bengkelnya. Oleh karena itu praktek ini ada
yang mengatakan tidak sah dan ada juga yang mengatakan sah. Konsumen
dengan sengaja meninggalkan oli bekas tersebut sehingga hal ini menjadi
sebuah kebiasaan di mana konsumen yang mengganti oli di bengkel secara
tidak langsung akan meninggalkan olinya di bengkel tersebut dalam hal ini
konsumen telah menghindarkan oli bekas miliknya kepada si pemilik
bengkel dan dalam hal pemanfaatan pemilik bengkel menjual kembali oli
tersebut untuk dimanfaatkan kembali oleh pengepul dalam penjualan ini si
pemilik bengkel menjual kepada pengepul sudah sesuai dengan rukun dan
syarat jual beli dalam Islam.

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneiliti lebih fokus pada
hukum kepemilikan oli bekas dalam perspektif fikih muamalah, serta melakukan
analisis berdasarkah kaidah fikih seperti hibah, urf, dan hukum jual beli.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Noval Mubarak dengan judul “tinjauan
figh muamalah terhadap praktik jual beli oli bekas (studi kasus pada
begkel Di kecematan syiah kuala, kota Banda Aceh) tahun 2023, Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pelaksanaan jual-beli

oli bekas di kecamatan Syiah Kuala dan Bagaimanakah keabsahan dari



praktik jual-beli oli bekas terkait dengan rukun dan syarat jual-beli
menurut Figh Muamalah.® Metode penelitian ini menggunakan pendekatan
hukum normatif emperis dengan jenis penelitian kualitatif. Metode
penggumpulan data yang digunakan meliputi Wawancara, dan juga
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli oli
bekas termasuk kedalam jual beli gharar dikarena objek yang diperjual
belikan tidak jelas dan tidak memiliki kepastian mengenai kualitas dari
objek tersebut, jual beli oli bekas termasuk kedalam kategori gharar kecil
dikarenakan tingkat gharar yang dianggap wajar dan dapat diterima dalam
transaksi, hal ini dikarenakan tujuan dari jual beli oli bekas tersebut
sebagai upaya dalam mengelola limbah berbahaya yang sulit di kelola dan
tidak dapat dibuang sembarangan, dan juga untuk memenuhi kebutuhan
pembeli, serta pihak penjual sudah tranparansi terhadap objek yang
diperjual belikan dan pembeli tidak terlalu mementingkan kualitas
sehingga dalam transaksi ini kedua belah pihak saling menguntungkan.
Dari paparan diatas dapat disimpulkan transaksi yang mengandung gharar
boleh dilakukan bila memenuhi kriteria darurat dan kepentingan umum.
Jika tidak maka kembali ke syarat sah jual beli.
Sedangkan penelitian ini menilai status kepemilikan oli bekas menurut
figth muamalah yaitu kepemilikan setelah penggantian oli, apakah milik
konsumen atau bengkel, serta meneliti apakah oli bekas termasuk mal

mutagawwam dan siapa yang berhak memilikinya setelah penggantian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh M. Misran dengan judul “Tinjauan Hukum

Islam terhadap Hak Kepemilikan Oli Bekas Konsumen Bengkel Servis

8 Noval Mubarak “Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Oli Bekas (Studi
Kasus Pada Begkel Di Kecematan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh), Skripsi, 2023



Motor Kecamatan Kotanopan” (2022).9 Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah bagaimana praktik servis ganti oli di bengkel
Kecamatan Kotanopan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap
kepemilikan oli bekas yang ditinggalkan konsumen setelah penggantian.
Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian lapangan, melalui observasi dan wawancara langsung dengan
pemilik bengkel serta konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
dalam praktiknya, oli bekas yang ditinggalkan konsumen setelah
pergantian oli dianggap secara otomatis menjadi milik bengkel. Hal ini
didasarkan pada kebiasaan (‘urf) yang berkembang di masyarakat, serta
adanya unsur kerelaan konsumen yang tidak menuntut kembali oli
bekasnya. Dari perspektif hukum Islam, kepemilikan oli bekas dapat
dibenarkan apabila memenuhi prinsip kerelaan (taradhi) dan tidak
menimbulkan kemudaratan. Namun, bila terjadi penjualan oli bekas tanpa
izin konsumen, maka status hukumnya masih diperdebatkan karena
menyangkut akad kepemilikan yang belum jelas.

Sedangkan penelitian ini, tidak hanya menilai praktik kepemilikan oli
bekas dari aspek ‘urf atau akad, tetapi lebih jauh melakukan analisis dalam
perspektif maslahah untuk menentukan apakah kepemilikan dan pemanfaatan oli
bekas membawa kemanfaatan (maslahat) atau kemudaratan (mafsadah).
penelitian ini berusaha mengisi celah (gap) kajian sebelumnya dengan pendekatan
normatif-konseptual, bukan hanya deskriptif lapangan, serta mengarahkan analisis

pada nilai maslahat yang lebih luas dalam fikih muamalah.

9 M. Misran, Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Kepemilikan Oli Bekas Konsumen
Bengkel Servis Motor Kecamatan Kotanopan, Skripsi, 2022.



E. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik pemindahan kepemilikan oli bekas
pada jasa Ganti oli di Kecamatan Bangae Timur
b. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik pemindahan kepemilikan oli bekas
pada jasa Ganti oli di Kecamatan Bangae Timur sudah sesuai atau tidak
dengan fikih muamalah
2. Kegunaan penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada
pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks penerapan berbagai
jenis akad dalam transaksi ekonomi Masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian
ini diharapakan dapat memberikan dampak yang bermanfaat sebagai berikut:
a. STAIN Majene
Diharapkan penerapan ini bisa menjadi rujuakan tambahan pada Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene khususnya jurusan Syariah dan
Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
b. Pemerintah
Diharapkan peneliti ini dapat dijadikan sumbangsi pemikiran bagi
pemerintah untuk membuat kebijakan atau aturan terkait dengan penerapan akad
dalam suatu transaksi.
C. Masyarakat
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi Masyarakat umum

ketika ingin melakukan transaksi agar tidak terjadi perselisihan.
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d. Peneliti

Diharapakan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi calon peneliti
untuk menambah wawasan dan dijadikan rujukan atau perbandingan hukum bagi
peneliti berikutnya mengenai kepemilikan oli bekas.
e. Pemilik bengkel atau penjual oli

Disarankan kepada pemilik bengkel atau penjual oli agar memperjelas
status kepemilikan oli bekas hasil jasa ganti oli motor konsumen, baik melalui
penjelasan lisan maupun informasi tertulis, sehingga tidak menimbulkan

ketidakjelasan (Gharar) mengenai hak kepemilikan.



BAB 11
TINJAUAN TEORETIS

A. Akad Secara Umum

1. Pengertian akad

Secara etimologis, kata "agad" (%) berarti perjanjian atau kontrak.

Sementara itu, menurut terminologi para ahli fikih, seperti yang dijelaskan oleh
Imam Abu Zahrah, akad didefinisikan sebagai suatu ikatan antara dua pihak yang
menimbulkan konsekuensi hukum (al-ilzam), baik bagi salah satu maupun kedua
belah pihak. Dalam pengertian ini, akad mencerminkan suatu bentuk kepemilikan
atas hak. Namun, dalam konteks lain dalam kajian fikih, akad juga dapat diartikan
sebagai pelepasan hak, seperti dalam praktik ijarah atau pembebasan budak.
Seiring perkembangan, istilah "akad" kemudian dipahami sebagai bentuk tindakan
hukum (fasharruf) yang berlandaskan pada nilai-nilai syariat."

2. Rukun dan Syarat Akad
a. Rukun akad

1) Pihak-pihak yang telah menyepakti perjanjian (Aqid)

2) Objek atau hal-hal yang menjadi subjek perjanjian (ma 'qud’alaih)

3) Niat atau tujuan dari dilaksanakannya perjanjian (marudhu’al- ‘agad)

4) Pernyatan penawaran dan penerimaan dalam perjanjian (sighat al-‘aqad).

Apabila suatu akad telah memenuhi rukun-rukunnya, maka secara

substansi ia sudah dapat dianggap sebagai akad. Namun, akad tersebut baru
dinyatakan sah apabila juga telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam

akad tersebut.’

! Zainal Arifin, Akad Murabaha (Penyaluran Dana Dengan Konsep Bagi Hasil),
(Indaramayu: Cv Adanu Abimata, 2021), h. 8

2 Ayuni Permatasari, Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada
Jasa Servis Motor, Skripsi, 2021, h. 32-33

11
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b. Syarat akad

Apabila suatu akad telah memenuhi rukun-rukunnya, maka secara
substansi ia sudah dapat dianggap sebagai akad. Namun, akad tersebut baru
dinyatakan sah apabila juga telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam
akad tersebut:

1) Syarat-syarat umum adalah ketentuan-ketentuan yang harus selalu
terpenuhi dalam setiap jenis akad tanpa terkecuali.

2) Syarat-syarat khusus merupakan ketentuan tambahan yang hanya
diwajibkan dalam akad-akad tertentu saja. Syarat ini sering disebut sebagai
syarat idhafi (tambahan), karena keberadaannya melengkapi syarat umum,
seperti misalnya adanya ketentuan sanksi dalam akad pernikahan.
Ketentuan umum yang wajib dipenuhi dalam setiap jenis akad:

a) Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kecakapan hukum
(kompeten). Akad yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kecakapan
hukum, seperti orang yang mengalami gangguan jiwa atau yang berada di
bawah perwalian karena pemborosan atau alasan lainnya, dianggap tidak sah.

b) Objek yang menjadi tujuan akad harus memenuhi syarat untuk dikenai
ketentuan hukum.

c) Akad tersebut diperbolehkan menurut syariat, dan dapat dilakukan oleh pihak
yang memiliki kewenangan, meskipun bukan pihak yang mengadakan akad
(aqid) atau pemilik barang.

d) Hendaknya akad tersebut tidak termasuk akad yang dilarang oleh syariat,
seperti jual beli mulamasah.

e) Akad memiliki konsekuensi hukum, sehingga rahn tidak bisa dianggap sekadar

titipan atau Amanah.
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f) Ijab tetap berlaku selama belum ada kabul. Namun, jika pihak yang
mengajukan ijab menariknya kembali sebelum kabul terjadi, maka ijab tersebut
menjadi batal.

g) ljab dan kabul harus dilakukan secara bersambung; jika pihak yang
mengucapkan ijab sudah pergi atau berpisah sebelum kabul disampaikan, maka
ijab tersebut menjadi tidak berlaku.?

3. Macam-Macam Akad
Para ahli fikih menyatakan bahwa akad dapat diklasifikasikan dan ditinjau

dari berbagai aspek. Jika ditinjau dari segi keabsahannya menurut syariat, akad

terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Akad shahih

Jika ditinjau dari sifat mengikat atau tidaknya suatu jual beli yang sah, para

ulama fikih membaginya menjadi dua jenis:

1) Akad yang memiliki sifat mengikat bagi kedua belah pihak, sehingga tidak
diperbolehkan salah satu pihak membatalkannya tanpa persetujuan pihak
lainnya.

2) Akad yang tidak mengandung unsur keterikatan antara para pihak,
sehingga masing-masing bebas untuk mengakhiri perjanjian tersebut tanpa
harus mendapat persetujuan dari pihak lain.

b. Akad tidak shahih

Akad tidak shahih atau akad yang tidak sah merupakan bentuk perjanjian
yang mengalami cacat pada unsur pokok atau syarat-syarat yang ditetapkan,
sehingga konsekuensi hukumnya menjadi tidak berlaku dan tidak mengikat para

pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.”

3 Prilla Kurnia Ningsih, Figh Muamalah, Cet. 1 (Depok: Rajawali Pres, 2021) h. 82

* Muhammad Abda’arifi, Akad Sistem Kementrian (Kerjasama) Antara Pemasok Dengan
Pengepul Dalam Budidaya Jangkrik, Skripsi, 2023, h. 15-16
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1) Menurut pandangan ulama dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, akad
yang tidak sah dikategorikan menjadi dua jenis:

a) Akad batil yaitu perjanjian yang batal karena tidak terpenuhinya salah satu
unsur pokok atau karena adanya larangan tegas dari syariat

b) Akad fasid adalah perjanjian yang pada prinsipnya diperbolehkan oleh syariat,
namun terdapat ketidakjelasan pada hal-hal yang menjadi objek akad.

2) Dilihat dari aspek penyebutannya, para ahli figh membagi akad ke dalam
dua jenis:

a) Akad musamma adalah perjanjian yang telah memiliki sebutan khusus dalam
syariat dan telah ditetapkan ketentuan hukumnya.

b) Akad gahir musamma merupakan bentuk perjanjian yang diberi nama oleh
masyrakat berdasarkan kebutuhan yang terus berkembang sesuai waktu dan
kondisi tepat.5

B. Konsep Jjarah
1. Pengertian al- Ijarah

n

Secara bahasa, kata ijarah berasal dari istilah "a/-gjru" yang berarti "al-
iwadh" (pengganti), sehingga istilah "ath-thawab" (pahala) juga disebut sebagai
ajru (upah). Dalam bahasa Arab, al-ijarah merujuk pada upah, sewa, jasa, atau
imbalan. [jarah merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti dalam kegiatan sewa-
menyewa, kontrak, atau penjualan jasa seperti jasa perhotelan dan sebagainya.6

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ijarah merupakan

akad sewa menyewa suatu barang dalam jangka waktu tertentu yang disertai

® Rezal Pranata, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bersyarat Dalam Pinjam
Meminjam Induk Ikan Cupang, skripsi, 2024, h. 18

*Alma Putria, Praktik Ganti Rugi Pada Rental Mobil Dalam Akad Ijarah, Skripsi, 2023, h.
17
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dengan pembayaran. Para Mazhab memberikan beragam definisi mengenai ijarah,

di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah suatu perjanjian yang
memperbolehkan seseorang untuk memiliki manfaat tertentu dari suatu objek
yang disewakan, dengan manfaat tersebut diketahui dan dimaksudkan secara
jelas, serta diberikan sebagai imbalan berupa harta.

b. Menurut ulama Malikiyah, ijarah adalah sebuah kontrak yang memberikan hak
kepemilikan atas manfaat dari barang yang boleh digunakan, dalam jangka
waktu tertentu, dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat barang itu
sendiri.

C. Menurut ulama Syafiiyah, ijarah merupakan perjanjian untuk memperoleh
manfaat tertentu yang diperbolehkan dan dapat diberikan, dengan adanya
kompensasi yang jelas dan telah disepakati.”

2. Dasar Hukum Zjarah
Firman Allah dalam QS al-Qasas/28:26
G G &t a s Q\&;u e Lpis) 26

Terjemahnya:

3

“Salah seorang dari kedua Wanita itu berkata: “ya bapakku ambillah ia
sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang
paling baik yang kamu ambil untuk kerja (pada kita) ialah orang yang kuat
lagi dapat dipercaya.”®

Terjemahan Bahasa Mandar:

“mesa tau poledi da’dua to baine di’o ma’uang:E ama’u ala menjari

pe’uja ta, sawa’ sitonganna to kaminang macoa iya muala pe’uja’ iya mo
. . )19

to magassing na dipokanynyang.

" Nur Iftahul Afdaliyah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga
Secara Pembulatan Nilai Timbanfan, Skripsi, 2022, h.16

8 Kementrian Agama RI, Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Lajnah Pentashihan,
2019), h. 559

% Muh. Idham Kholid Budi, Kora’ang Mala’bi, (Makassar: Balitbang Agama Makassar,
2019), h. 760.
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Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:233

9}5}33\&) L@ngd mju\bgﬂ”b Ghei S e
%@335?@ T eV JKNQ”&JL&}?J )&@JJ
S5 L4l o5 3 Vs 1l 56 s '/"J\Jj\ J@ o 4 -’Jj}‘
urﬂx‘mr&x \)u;nz, ,MMQ L**“C
S Gyt A 31 155 wxf,jdjj&n,

Terjemahnya:
“...dan jika kamu ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu
apabila kamu memberikan pembayaran menurut patut. Bertakwalah kamu
kepada allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

Terjemahan Bahasa Mandar

“Anna kindo’ sitinajai mappasusu ana’-ana’na duattaung kalepu mua’
melo’i mappasukku’ pepasusunna. Anna parallu lao di muane mambei ande
anna pakeang lao di indo cara macoa. Tau andiangi na dibei bawang
selaenna mi’apa iya naulle. Dai indo masussa sawa’ ana’-ana’na anna
muane sawa’ ana’na anna barris parallu toi bassa di’o. mua’ melo’i
merroambi’l sawa’ elo’na anna nasituru’i, andiang-diang dosa di sesena.
Anna mua’ melo’o ana’-ana’mu napasusu tau laeng jari andiang-diang
dosa di sesemu diango’o membayar iya sitinayanna. Tkwao di puang alla
taala anna issangi sitonganna puang alla taala anna issangi sitonganna
puang alla taala paissang iya anu mupogau.”

3. Rukun dan Syarat ljarah
a. Rukun ijarah
Rukun ijarah adalah sebagai berikut:

1) Mayoritas ulama sepakat bahwa terdapat empat rukun dan syarat dalam
akad ijarah, yaitu pihak yang melakukan akad (agid), ijab dan kabul
(sighat), manfaat yang diperoleh, serta imbalan atau upah.

2) Pihak-pihak yang terlibat dalam akad terdiri dari mujir dan musta jir.

Mu’jir adalah pihak yang memberikan imbalan atau menyewa sesuatu,

19 Kementrian Agama RI, Qur’an dan Terjemahannya, h. 50.

" Muh. Idham Kholid Budi, Kora'ang Malabi, h. 65.



17

sedangkan musta jir adalah pihak yang menerima imbalan tersebut. Kedua

belah pihak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang manfaat dari

barang atau jasa yang menjadi objek akad, serta harus memiliki akal sehat
dan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk.

3) Sigat adalah pernyataan janji kesepakatan yang diwujudkan melalui ijab
dan gabul.

4) Barang atau jasa yang menjadi objek akad harus memiliki manfaat yang
terang dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat.

5) Besaran upah harus ditentukan secara jelas. Terdapat dua jenis metode
pembayaran upah, yaitu yang bergantung pada hasil kerja objek (al-ujrah)
dan yang tidak bergantung pada kinerjanya (al-ju ‘alah).*?

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, rukun ijarah hanya terdiri dari ijab
dan gabul, yang dapat diungkapkan dengan istilah seperti al-isti'jar, al-iktira', dan
al-ikra. Sementara itu, menurut mayoritas ulama (jumhur), rukun ijarah mencakup
empat unsur, yaitu pihak yang melakukan akad (aqid), lafaz akad (shighat),
imbalan atau upah (ujrah), dan manfaat yang diperoleh. Adapun menurut Tim
Muamalat Institute—Research, Training, Consulting, and Publication, rukun ijarah
terdiri dari lima komponen, yakni penyewa (musta jir), pemilik barang (mu ajjir),
barang atau objek sewaan (majur), harga atau nilai sewa (ujrah/ajaran), serta
adanya ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan.13
b. Syarat al-ljarah

Agar perjanjian sewa menyewa dianggap sah, harus dipenuhi beberapa

syarat berikut ini:

12 Suprida, Zuul Fitriani Umari, Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam, Jurnal
pengabdian kepada masyarakat, vol. 3 2023,

3 Hariyanto, Praktek Ijarah Pada Masyarakat Musulim, Skripsi, 2021, h. 33
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Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, kedua pihak yang melakukan
akad (al-muta‘aqgidain) harus memenuhi syarat telah baligh dan memiliki
akal sehat. Oleh karena itu, jika seseorang yang belum dewasa atau tidak
berakal, seperti anak-anak atau orang dengan gangguan jiwa, melakukan
akad sewa-menyewa atas harta atau dirinya (misalnya sebagai pekerja),
maka akad tersebut dianggap tidak sah menurut pandangan mereka.

Setiap pihak harus dengan sukarela menyetujui perjanjian sewa-menyewa.
Jika terdapat unsur paksaan dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian
sewa-menyewa dianggap tidak sah.

Objek yang menjadi pokok perjanjian harus dinyatakan secara jelas dan
terang. Dalam perjanjian sewa-menyewa, hal ini mencakup kejelasan
mengenai barang yang disewakan, yang sebaiknya dilihat langsung oleh
para pihak, serta kejelasan mengenai jangka waktu sewa dan jumlah uang
sewa yang telah disepakati.

Objek sewa harus digunakan sesuai dengan tujuan penggunaannya.
Artinya, barang yang disewakan harus memiliki kegunaan yang jelas dan
dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan fungsi yang telah
disepakati. Jika barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana
mestinya sesuai perjanjian, maka perjanjian sewa dapat dibatalkan.

Dalam perjanjian sewa menyewa, barang yang disewakan harus dapat
diserahkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Penggunaan objek sewa menyewa harus memiliki manfaat yang

diperbolehkan menurut hukum agama.**

! Hariyanto, Praktek Ijarah Pada Masyarakat Muslim, Skripsi, 2021, h. 37
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4. Macam-Macam ljarah

Berdasarkan objeknya, para ulama membagi akad al-ijjarah menjadi dua
jenis:
a. ljarah ‘ala al-amal (manfaat)

Yaitu merujuk pada praktik penyewaan jasa, yaitu menggunakan tenaga
atau layanan seseorang dengan memberikan imbalan berupa upah. Dalam hal ini,
pihak yang menyewa jasa disebut musta'jir, sementara orang yang memberikan
jasanya disebut ajir, dan pembayaran yang diberikan disebut ujrah. Contoh
penerapannya termasuk penyewaan rumah, kendaraan, pakaian, dan sebagainya.
Dalam konteks ini, mujir adalah pihak yang memiliki barang atau benda tertentu,
sedangkan musta’jir adalah pihak yang membutuhkan dan menyewanya.
Keduanya membuat kesepakatan, di mana mufjir menerima bayaran sebagai
imbalan, dan mustajir memperoleh manfaat dari barang yang disewa.

b. ljarah ‘ala al-manfa’ah (pekerjaan)

Adalah pemanfaatan jasa seseorang untuk melaksanakan tugas atau
pekerjaan tertentu. Para ulama figih membolehkan jenis ijarah ini selama
pekerjaan yang dilakukan jelas bentuknya dan tidak bertentangan dengan syari'at.
Contoh dari praktik ini antara lain adalah pekerjaan sebagai buruh pabrik, tukang
sepatu, atau petani.

ljarah al-amal (Upaya mengupah) terbagi menjadi dua yaitu:

1) [jarah khusus: Merupakan jenis ijarah yang dilakukan oleh seorang
pekerja di mana ia hanya boleh bekerja untuk pihak yang telah
memberikan upah kepadanya. Contohnya adalah pekerjaan seperti asisten
rumah tangga, yang terikat untuk melayani majikannya saja selama masa

kontrak.
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2) Ijarah musyatarak: adalah jenis ijarah (sewa-menyewa) yang dilakukan
secara kolektif atau melalui suatu bentuk kemitraan. Dalam Islam, praktik
ini diperbolehkan, yakni bekerja sama dengan pihak lain. Contoh
penerapannya adalah para pekerja di pabrik yang bekerja secara bersama.™
5. Pembatalan dan Berakhirnya al-Ijarah

[jarah merupakan jenis akad yang bersifat mengikat, sehingga tidak dapat
dibatalkan sepihak, karena termasuk akad pertukaran. Namun, fasakh tetap
dimungkinkan apabila terdapat alasan yang membenarkannya. Ijarah akan
menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Kerusakan pada barang sewaan yang terjadi saat berada dalam penguasaan
penyewa.

b. Kerusakan pada barang yang disewakan, misalnya rumah yang disewa
mengalami keruntuhan atau kerusakan serupa.

c. Kerusakan pada barang yang menjadi objek upah (ma’jur ‘alaih), seperti
pakaian yang diberikan kepada penjahit namun mengalami kerusakan.

d. Tercapainya manfaat yang menjadi tujuan akad, seperti habisnya jangka waktu
sewa atau selesainya pekerjaan yang diperjanjikan
Menurut mazhab Hanafiyah, salah satu pihak diperbolehkan membatalkan akad

jjarah, contohnya penyewa toko yang menyewa untuk berdagang tetapi

mengalami pencurian atas dagangannya, maka ia berhak membatalkan sewa

tersebut.

> Ayuni Permatasari, Tinjauan Figh Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada
Jasa Servis Motor, Skripsi, 2022, h. 23-24
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C. Kepemilikan dalam kajian Fikih Muamalah
1. Pengertian Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah cabang dari ilmu fikih dalam Islam yang
membahas hukum-hukum yang mengatur hubungan antar manusia dalam bidang
sosial, ekonomi, dan transaksi sehari-hari. Kata "muamalah" berasal dari bahasa
arab 4lalaall| yang berarti "interaksi" atau hubungan timbal balik.

Beberapa ulama juga menjelaskan bahwa secara bahasa fikih berarti
memahami sesuati secara mendalam, bukan sekedar mengetahui permukaannya.
Misalnya, ketika seseorang berkata <:¢8 JS ¢la (aku mengerti perkataanmu), maka
itu menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar menangkap makna dan
maksud dari apa yang dikatakan oleh bicaranya.16

Menurut terminologi sebagaimana yang diungkapkan oleh mayoritas

ulama

PR

i ) Gl 1 1 i Al e S50 0 - Y L ol

Terjemahnya:

“Ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan
yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.™’

Ibnu khaldun menguraikan bahwa pemahaman mengenai ketentuan -
ketentuan Allah SWT berkenaan dengan tindakan manusia dalam kategori
kewajiban, larangan, anjuran, makruh, dan mubah, diperoleh dari al-Qur'an, hadis
dan sumber-sumber bukti lainnya. Sehingga, ketika muncul kesimpulan hukum

mengeni suatu tindakan berdasarkan bukti tersebut, itulah yang disebut fikih.'®

® Wizarah Al-Awqaf Wa Al-Syu’un Al-Iskamiyah Al Kuwaitiyah, Al-Mausu’ah Al-
Fighiyah Al-Kuwaitiyah, Jil. 1 (Kuwait: Dar Al-Salasil, 1427h), Cet, 2, h. 12

" Ali Bin Muhammad Al-Jurzani, Kitab Al-Ta rifat, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,
1983), Cet. 1, h. 168.

8 Muhammad Utsman Syabir, Al-Madkhal lia Figh Al-Mu’amalat Al-Maliyah (Oman:
Dar Al-Nafa’is, 2010, Cet. 2, h. 10
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Secara sederhana, fikih muamalah adalah sebuah ilmu yang membahas
aturan-aturan syariat Islam yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam
urusan duniawi, terutama dalam aktivitas ekonomi dan sosial, seperti jual beli,
sewa menyewa, hutang piutang, kerja sama usaha, dan latinnya.19

Muamalah, dalam istilah keislaman, merujuk pada segala kegiatan yang
mengatur interaksi dan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi
kebutuhan sehari-hari mereka. Kata "muamalah" yang mengandung arti saling
berbuat, saling mengamalkan, atau saling berinteraksi.?’

Dalam konteks agama Islam, muamalah mencakup berbagai aspek
kehidupan sosial dan ekonomi, seperti transaksi bisnis, perjanjian hukum,
perdagangan, dan berbagai hubungan antarpribadi lainnya. Tujuan dari muamalah
adalah untuk mengatur tata cara hidup sesama manusia secara adil, berdasarkan
prinsip-prinsip syariah yang mengatur keadilan, kejujuran, dan keseimbangan
dalam interaksi sosial.?*

Muamalah menekankan pentingnya berlaku adil dan menghormati hak-hak
sesama manusia dalam segala bentuk transaksi dan hubungan sosial. Hal ini sesuai
dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya berbuat baik dan
memperlakukan orang lain dengan hormat serta adil. Oleh karena itu, pemahaman
yang mendalam terhadap konsep muamalah sangatlah penting dalam membangun

komunitas yang harmonis dan beradab dalam kerangka nilai-nilai Islam.?

19 Rahmat Hidayat, Fikih Muamalah, (Medan: Cv. Tunggal Esti, 2022), h. 2

20 Wahyuddin, Nur Atma Amir, Rahmawati Mu’in, Transformasi Bisnis Sebagai Wahana
Ibadah Dan Muamalhah Dalam Persefektif Ekonomi Islam, Jurnal Ekonomi Islam, 2024, Vol. 9:1,
h. 60

2! Dito Anurgo, Ahmad Nilnal Muanachifdlil Ula, Siti Hamidah, Dkk, Pengantar Figh
Muamalah, Cet. 1 (Solok: Pt Mafy Media Literasi Indonesia, 2023), h. 2-10

22 Alvian Chasanal Mubarrog, Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Figh
Muamalah Kontenpore, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, 2023, h. 96
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2. Prinsip-prinsip Muamalah

a. Tauhid

Setiap aktivitas muamalah (interaksi sosial atau transaksi) yang dilakukan
oleh seorang Muslim harus selalu diarahkan untuk mengabdi kepada Allah SWT.
Selain itu, seorang Muslim harus sadar bahwa Allah selalu mengawasi dan
mengontrol setiap tindakan yang diambil. Prinsip ini juga mengajarkan agar
seseorang menjaga keseimbangan antara nilai-nilai materi dan spiritual, serta tidak
melupakan tujuan akhirat dalam setiap keputusan yang diambil.
b. Mubah

Mubah dalam fikih adalah segala sesuatu yang secara hukum
diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dalam setiap aktivitas sosial
dan ekonomi, prinsip ini menekankan kebebasan yang harus tetap
mempertahankan krpentingan orang lain dan memenuhi persyaratan yang ada.
Prinsip mubah membantu menciptakan keadilan dan kesejahtraan dalam
kehidupan sehari-hari.
c. Adil

Prinsip keadilan mengharuskan bahwa setiap trnasaksi dan interaksi antara
manusia harus dilakukan secara adil dan tanpa diskriminasi. Dalam konteks
muamalah, keadilah penting untuk mencegah kerugian dan memastikan
terciptanya tujuan bersama. Dalam islam, keadilan merupakan nilai dasar yang
sangat penting dalam segala aspek kehidupan, termasuk muamalah. Setiap
transaksi harus memastikan keadilan agar tidak ada pihak yang diragukan, dan
kepentingan Bersama dapat tercapai. Dengan demikian, keadilan memiliki
peranan kunci dalam menjaga kesimbangan dan keberlanjutan kepentingan

bersama diberbagai bidang.23

2 Prilla Kurnia Ningsih, Figh Muamalah, Cet. 1 (Depok: Pt Raja Grafindo Persada,
2021), h. 16
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d. Saling Menguntukan

Prinsip saliang mendapat manfaat dalam Islam menuntut agar setiap
interaksi atau transaksi antara individua tau pihak dapat memberikan keuntungan
yang adil dan seimbang. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya pihak yang
dirugiakn dan memastikan bahwa semua pihak memperolah manfaat yang adil.
Prinsip ini sangat relevan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam
transaksi bisnis (muamalah), yang mengutamakan keseimbangan dan keadilan
bagi semua pihak yang terlibat.
e. Terhindar dari Riba

Islam melarang riba dalam transaksi ekonomi karena dianggap tidak adil.
Riba merujuk pada tambahan keuntungan yang diberikan dalam transaksi, yang
sering kali merugikan salah satu pihak. Islam menganggap praktikini sebagai
perbuatan yang haram karena dapat menciptakan ketidakadilan dan kerugian.
f. Jujur dan Amanah

Prinsip dasar muamalah yang berkaitan dengan kejujuran dan Amanah
adalah bawah setiap individu yang terlibat dalam transaksi dan hubungan yang
harus selalu bersikap jujur dan memegang Amanah. Kejujuran berarti memikul
tanggung jawab dengan penuh kepercayaan. Prinsip ini mengharuskan setiap
pihak untuk menjaga kejujuran dalam semua Tindakan mereka, serta
melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan penuh

integritas.24

? Idris Siregar, Ucok Kurnia Meliala Hasibuan, Hazriah, Prinsip-Prinsip Muamalah
Dalam Islam, Vol. 2:4, Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra, Dan Budaya (Morfologi), 2024, h.
118-122
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3. Teori Kepemilikan

a. Pengertian Kepemilikan

Secara etimologis, istilah "kepemilikan" berasal dari bahasa Arab al-milk,
yang berarti menguasai sesuatu. Al-milk juga menggambarkan hubungan antara
seseorang dengan suatu harta yang diakui secara syariat, sehingga orang tersebut
memiliki wewenang khusus atas harta tersebut dan dapat melakukan tindakan
hukum terhadapnya, kecuali jika ada larangan dari syariat.25

Secara istilah, al-milk berarti kepemilikan seseorang atas suatu benda yang
memberinya wewenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap benda
tersebut sesuai kehendaknya, selama tidak ada larangan dari syariat. Al-milk juga
merupakan hubungan antara seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh
syariat, yang memberikan kekuasaan khusus atas harta itu, kecuali jika terdapat
ketentuan syariat yang menghalanginya.26 Dalam arti istilah terdapat bebrapa
definisi yang dikemukakan oleh para fuqgaha.

1) Kamaluddin Ibnu al-Humam: hak milik adalah suatu kemampuan untuk
melakukan tasarruf sejak awal kecuali karena adanya penghalang.

2) Al-magqdisi: hak milik itu adalah kekhususan yang menghalangi. Maksud
definisi tersebut adalah bahwa hak milik adalah penguasaan khusus
terhadap suatu yang dapat menghalang orang lain untuk mengambil
manfaat atau melakukan tasarruf terhadapnya, kecuali menurut cara yang

dibenarkan oleh syara 27

» M. Syaugi, Analisis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Asset Graphic Desing Pada
Media Internet, Skripsi, 2023, h. 20

% Ananda Shofura, Tanggung Jawab Pemenrintah Kota Bireuen Dalam Penanggulangan
Banyjir, Skripsi, 2023, h. 19

2" Ayuni Permatasari, Tinjauna Fiqih Muamalah Terhadap Kepemilikan Oli Bekas Pada
Jasa Servis Motor, Skripsi, 2022, h. 25
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b. Dasar Hukum Kepemilikan
Firman Allah dalam QS an-Nisa’/4: 176

M\.@Lﬁ \A)-A)‘du.dv\lh J,A\Q// driildw\& :
_s»uv,u\ugbu;;\a{d@ ﬁ;@g&p@\@;;ﬁ;ﬂ;u
W ,L@d\rﬁ‘os\ ’wuz.;y;mﬁ; 5 555 156

Terjemahnya:

“hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan suka sama suka di antara
kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya allah adalah
maha penyayang kepadamu.”

Terjemahan Bahasa Mandar

“E, inggannana to matappa’, dao paande barang-barang andiang macoa,
selaenna sawa’ pa’danggangang iya melo’ para melo’ disesemu. Anna dao
pappatei alawemu. Sitonganna masayang disesemu.

Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2:18

SFIRERFE R L G 1 pu\,riwrﬁ\,,\ EE Y,
Gy e

Terjemahnya:

“Dan janganlah Sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di
antara kamu dan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan)
harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu
mengetahui.”

Terjemahan Bahasa Mandar:
“Anna dao paande barammu anna (da to’o) paande barang laenna cara
andiang lao di hakim, malaao maande_sambareang barang pole di tau
laeng (mappogau’'dosa), anna muissangi.

%8 Kementrian Agama RI, Qur’an dan Terjemahannya, h.142.
% Muh. Idham Kholid Bodi, Kora 'ang Mala,Bi, h. 143.
%0 Kementrian Agama RI, Qur’an dan Terjemahannya, h.38.

31 Muh. Idham Kholid Bodi, Kora 'ang Mala,Bi, h. 50.
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c. Jenis-jenis Kepemilikan

Para ahli Figh membagi kepemilikan menjadi dua jenis berdasarkan unsur
harta, yaitu benda dan manfaatnya. Kedua jenis tersebut adalah kepemilikan
sempurna (tamm) dan kepemilikan tidak sempurna (nagis). Pembagian ini
didasarkan pada kenyataan bahwa seseorang sebagai pemilik suatu barang bisa
saja hanya memiliki hak atas zat (substansi) barang itu saja, hanya atas
manfaatnya saja, atau atas keduanya sekaligus.

1) Milk at-tamm (kepemilikan sempurna)

Milk at-tamm, pemilik memiliki kewenangan mutlak atas harta yang
dimiliki. Ia bebas melakukan transaksi, investasi, atau hal lainya, sepeti jual beli,
hibah, wakaf, wasiat, ijarah, dan lainya, karena ia memiliki dzat harta benda
sekaligus manfaatnya. Jika ia merusak harta yang dimiliki, maka tidak
berkewajiban untuk menggantinya. Akan tetapi, dari sisi agama, ia bisa
mendapatkan sanksi, karena merusak harta benda, haram hukumnya.

a) Jual beli adalah suatu bentuk transaksi antara dua pihak, di mana salah satu
pihak menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya memberikan imbalan
berupa barang lain (atau bisa juga uang), melalui cara tertentu yang sah dan
disepakati, dengan tujuan memindahkan tujuan memindahkan kepemilikan
atas barang tersebut.*

b) Wakaf adalah suatu bentuk perubahan hukum yang dilakuan oleh seseorang
dengan menahan hak milik pribadinya atas suatu benda yang kekal zatnya,
seperti tanah, bangunan, atau barang tanah lama lainya, dan mengalihkan
pemanfaatanya untuk kepentingan umum atau amal kebaikan seperti masjid,
sekolah, panti asuhan, atau fasilitas sosial lainnya. Dalam hal ini, kepemilikan

atas barang wakaf sangat penting, karena seseorang hanya boleh mewakatkan

2 Asep Maulana Yusuf, Morena cindo, Ekonomi Syariat Islam, (Cet 1; Jakarta Barat:
Multi Kreasi Satudelapan, 2021)
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barang yang dimilikinya secara sah dan penuh. Setelah diwakafkan, barang
tersebut tidak lagi menjadi milik pribadi, tetapi dikelola oleh pihak tertentu
(nadzar) dan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dialihkan dengan cara lain,
karena fungsinya telah berubah menjadi sumber bermanfaat berkelanjutan
bagi Masyarakat. Dengan demikian, wakaf merupakan wujud perpindahan hak
penggunaan tanpa menghilangka bentuk fisik barang, dan menjadi bentuk
ibadah sosial yang menghadirkan pahala terus-menerus selama manfaatnya
masih dirasakan oleh orang lain.*®

Hibah adalah suatu bentuk pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang
kepada orang lain dalam bentuk penyerahan barang atau harta tanpa adanya
imbalan atau balasan, dan tanpa alasan atau sebab tertentu seperti jual beli,
utang, atau kewajiban hukum lainya. Dalam konteks ini, kepemilikan atas
barang sangat penting, karena hibahnya hanya sah dilakukan apabila barang
atau harta tersebut benar-benar milik pribadi dari pihak memberi hibah
(pemberi hibah/wahib), dan dapat diserahkan secara bebas tanpa adanya hak
orang lain atas barang tersebut. Setelah hibah diberikan, kepemilikan
sepenuhnya berpindah kepada penerima hibah (mauhub lahu), dan pemberi
hibah tidak lagi memiliki haka tau tuntunan atas barang yang telah diserahkan.
Hibah mencermingkan bentuk kebaikan dan kemudahan hati yang murni,
karena diberikan tanpa paksaan, tanpa syarat, dan tanpa mengharapkan
balasan.

Wasiat merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang mencerminkan

kehendak terakhir seseorang terhadap hartan benda yamg dimilikinya. Dalam

konteks ini, wasiat adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada

3 Asep Maulana Yusuf, Morena cindo, Ekonomi Syariat Islam, hal. 31

34 Asep Maulana Yusuf, Morena cindo, Ekonomi Syariat Islam, hal. 26
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orang lain, baik berupa barang, piutang, maupun manfaat tertentu, yang
pelaksanaannya baru berlaku setelah orang yang memberi wasiat (pewasiat)
meninggal dunia. Wasiat bukan sekedar pemberian biasa ia adalah bentuk
pengalihan hak yang terjadi dengan syarat kematian pewasiat sebagai titik
tolak realisasinya. Misalnya seseorang semasa hidupnya membuat wasiat
bahwa ia akan memberikan sebuah rumah kepada sahabatnya. Sepanjang ia
masih hidup, rumah tersebut tetap menjdi miliknya ia masih berhak untuk
menempatinya, menjualnya, atau bahkan membatalkan wasiat tersebut.
Namun, ketika ia meninggal dunia, dan jika tidak ada penolakan atau
hambatan hukum, kepemilikan rumah tersebut akan berpindah kepada
penerima wasiat, sesuai dengan isi dokumen wasiat yang sah. Di sinilah letak
keterkaitan antar wasiat dan konsep kepemilikan. Dalam pandangan hukum,
kepemilikan adalah hak penuh seseorang atas suatu benda, yang mencakup
hak untuk menggunakan, menikmati hasilnya, mengalihkannya sehingga
mengatur siapa yang akan memilikinya setelah kematiannya. Wasiat menjadi
salah satu bentuk pengatur itu. Namun, penting dipahami bahwa wasiat tidak
langsung mengalihkan kepemilikan pada saat dibuat. Selama pewasiat masih
hidup, ia tetap menjadi pemilik sah atas harta tersebut. Wasiat hanya
menciptakan komitmen moral dan hukum bahwa setelah ia tiada, hak milik itu
akan berpindah kepada orang yang telah ia tunjuk. Selain itu, konsep
kepemilikan dalam wasiat juga menunjukkan adanya batasan sosial dan etis
terhadap hak milik. Dalam banyak sistem hukum, seperti hukum Islam,
sesorang hanya diperbolehkan mewasiatkan maksimal sepertiga dari hartanya
untuk pihak di luar ahli waris menyetujui lebih dari itu. Ini menunjukan bahwa

meskipun kepemilikan adalah hak individu, namun setelah kematian,
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kepemilikan tersebut menjadi subjek dari ketentuan hukum dan norma sosial
yang mengatur pembagiannya.35
2) Milk An-Nagish (kepemilikan tidak sempurna)

Milk An-Nagish adalah bentuk kepemilikan yang hanya mencakup salah
satu aspek dari suatu harta. Kepemilikan ini bisa berupa penguasaan atas manfaat
suatu benda tanpa memiliki benda itu sendiri, atau sebaliknya, memiliki bendanya
tanpa disertai hak atas manfaatnya. Milk An-Nagish dapat diklasifikasikan
sebagai:

a) Kepemilikan benda, dalam jenis kepemilikan ini, seseorang menguasai bentuk
fisik suatu harta, sementara pihak lain yang memperoleh manfaat dari harta
tersebut.

b) Kepemilikan manfaat (haq al intifa’), hak untuk menggunakan atau
mengambil manfaat dari harta milik orang lain berdasarkan alasan-alasan yang
dibenarkan menurut syaria.t.36

d. Sebab-Sebab Kepemilikan

Menurut Islam yang diakui dibagi menjadi empat hal, yaitu istila’ al-
mubahat (penguasa harta bebas), al-aqd (kontrak), al-khalafiyah (penggantian),
dan al-tawallud (berkembang biak).

1) Istila’ AI-Mubahat
Kepemilikan dapat terjadi melalui penguasaan terhadap harta yang belum

dimiliki atau belum dikuasai oleh pihak lain. A/-mubahat adalah jenis harta yang

% Ahmad Faqihuddin, Wasiat Presfektif Al-Qur’an Dan Hadist, ulumul Qur,an: jurnal
kajian ilmu al-qur,an dan tafsir, vol 1, no 2, 2021, h. 89

% Ahmat Taqwa Riza, Hak Kepemilikan Barang Dalam Jual Beli Dengan Sistem Arisan,
Skripsi, 2022, h. 29-33
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tidak berada dalam kepemilikan atau kekuasaan siapa pun dan tidak ada ketentuan
hukum yang melarang untuk me:milikinya.37
2) Al-‘Uqud
Uqud atau akad adalah hubungan antara ijab dan kabul yang dilakukan
sesuai dengan ketentuan dalam Islam dan memberikan dampak terhadap objek
akad. Akad juga merupakan dasar utama dan paling kuat dalam memperoleh
kepemilikan, serta berlaku luas dalam kehidupan manusia yang berkaitan dengan
kebutuhan terhadap harta.*®
3) Al-Khalafiyah
Sebab kepemilikan berganti ketika seseorang atau sesuatu yang baru
menggantikan posisi pemilik se:belumnya.39
4) Al-Tawallud Minal Mamluk
Kepemilikan yang berasal dari sesuatu yang lain mencakup setiap hasil
turunan atau sesuatu yang tumbuh dari harta milik seseorang. Prinsip dasar dari
bentuk kepemilikan ini terletak pada sifat produktif dari harta tersebut.*
e. Pemberian Sukarela
Merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang berasal dari pemberian
seseorang atau suatu pihak kepada pihak lain tanpa imbalan berupa harta atau

tenaga. Pemberian ini dilakukan atas dasar kerelaan dari pihak pemberi, dan dapat

% Muhammad Farhan Bagja Naufal, Dkk., Studi Perbandaingan Hak Milik Menurut
Hukum Perdata Dan Hukum Islam, Jurnal Peradadaban Dan Hukum Islam, vol. 5, no. 1, 2025, h.
27

% Nor Aini Safitri, Hidayatur Rohma, Figih (Jombang: Lembaga Penelitian Dan
Pengapdian Masyarakat Univ Kh. A. Wahab Habullah) h. 4

%¥Abdul Saman Nasution, Paradigma Harta (4/-Mal) Dalam Persefektif Hukum Islam
Dan Hukum Nasional Di Indonesia, Vol.2:9, Cakrawala Ilmiah, 2023, h. 9

%0 Titi Martini Harahap, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Pohon Durian
Diatas Tanah Orang Lain, skripsi, 2022 h. 57



32

berupa hibah, infak, hadiah, wasiat, wakaf, atau bentuk pemberian sukarela
lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah.41
f. Pengelolaan (At-tasharruf Fi Al-milikiyah)

Dalam ajaran Islam, kepemilikan tidak dipandang sebagai hak mutlak
individu, melainkan sebagai titipan dari Allah yang harus dijalankan dengan
keadilan serta tanggung jawab sosial. Seluruh isi bumi, sebagaimana dijelaskan
dalam Surah Al-Baqarah ayat 29, adalah ciptaan Allah yang diberikan kepada
manusia untuk dimanfaatkan dengan penuh kebijaksanaan. Oleh karena itu,
manusia diberi peran sebagai khalifah, yang bertugas mengelola sumber daya
alam dengan menjaga keseimbangan lingkungan dan menjunjung tinggi
kesejahteraan bersama.*?

Dalam konteks ini, kepemilikan dalam Islam tidak hanya mengandung
aspek legal, tetapi juga moral dan spiritual. Seorang Muslim dituntut untuk
menggunakan harta dan sumber daya yang dimilikinya tidak semata-mata demi
kepentingan pribadi, melainkan juga untuk kemaslahatan umat. Prinsip zakat,
infak, dan sedekah merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab sosial
tersebut, yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan membangun
solidaritas antar sesama. Dengan demikian, kepemilikan dalam Islam menuntut
keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial, serta senantiasa

diarahkan pada pencapaian keadilan dan keberkahan dalam kehidupan bersama.*?

* Ahmad Fauzi, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Status Kepemilikan Dadak Hasil
Penggilingan Padi Dengan Sistem Huller Berjalan, 2021, h. 33

* Muhammad Syauqi Yunilhamri, Mawrdi, Konsep Kepemilikan Dalam Islam Sebagai
Pondasi Terciptanya Green Economy Di Era Modern, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5,
No. 1,2025,h. 13

* Sigit Nurhaendi, Konsep Harta Dalam Islam, (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup,
2022)h. 5
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D. Maslahah
1. Pengertian Maslahah

Maslahah secara Bahasa adalah manfaat atau sebab yang mendatangakan
kemanfaatan serta menjaga kemanfaatan. Menurut istilah umum, maslahah juga
dapat dipahami sebagai usaha untuk mendorong segala hal yang bermanfaat dan
mencegah segala kemungkinan yang dapat menimbulkan kerusakan. Lebih
jelasnya, manfaat diartiakan sebagai segala bentuk kenikmatan atau sesuatu yang
memberikan nilai positif dan berkaitan dengannya, sementara kerusakan adalah
segala bentuk penderitaan atau hal-hal yang membawa dampak negativ dan
memiliki keterkaitan dengannya.

Dalam menjelaskan Batasan makna al-mashlahah, al-thufi menbaginya
dalam dua jenis, yaitu al-mashlahah berdasarkan kebiasaan (‘urf) dan al-
mashlahah berdasarkan syariat. Menurut definisi ‘urf, al-mashlahah dipahami
sebagai: “sarana yang mengantarkan pada manfaat dan kebaikan”. Dalam hal ini,
maksud dan tujuan dari syariat (Allah SWT) adalah menjaga lima hal pokok, yaitu
agama, akal, jiwa, keturunan serta kehormatan, dan harta. Dari penjelasan
tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud a/-Thufi dengan al-mashlahah
adalah kemaslahtan yang ditujukan untuk melindungi dan memelihara lima aspek
utama kehidupan manusia tersebut. Sebagai contoh, al-Thufi menyebutkan bahwa
aktivitas perdagangan menrupakan sarana yang dapat menghasilkan keuntungan,
dan karenanya termasuk dalam kategori mashlahah. Sementara itu, definisi al-
mashlahah menurut syariat adalah: “sesuatu yang menjadi perantara untuk
mencapai tujuan syar’l, baik dalam perkara ibadah maupun kebiasaan
(muamalah)”. A/-Thufi juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “sesuai

syarat” adalah sesuatu yang sejalan dengan maksud dan prinsip dasar syariah.**

* Yudi Arianto, Muhammad Za,Im Muhibbulloh, Rinwanto, /hdad, Suami Persepektif
Maslahah Mursalah, Jurnal Of Islamic Law And Civi Law, Vol 3, No 1, 2022, h. 94
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Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maslahah itu berarti
sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan madharat
(kerusakan), namun hakekat dari maslahat adalah memilihara tujuan syaria’
dalam mentapkan hukum. Sedangkan tujuan syara’ dalam mendapatkan hukum
ada lima, yaitu memelihara jiwa, akal, keturunan, harta dan agama.45

Dasar penerapan metode maslahah dapat ditemukan dalam Al-Qur’an,
Dimana segala sesuatu yang diturunkan Allah kepada umat manusia pada

hakikatnya bertuajan untuk membawa kemaslahatan dalam kehidupan mereka di

dunia. Ayat dalam Al-Qur’an menunjukkan hal tersebut dalam QS. Yunus (10) : 57
55/ z N 2 ./., Hf },/,wé, . }’H/ - 1 //r
55 e sl W Tl 1855 3 Alaeya SIS 58 20 (G

Terjemahannya:

“ wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu Pelajaran (Al-Qur’an)
dari tuhan, penyembuh dari penyakit yang ada dalam dada, dan petunujuk
serta Rahmat bagi orang yang beriman.

Terjemahan Bahasa mandar:

“E inggannana rupa tau, sitonganna napoleimo’o pe’guruang pole di
puammu anna mappamelo amongeang Lalang di dadanmu anna panunju’,
pammase di to matappa’”

Ayat ini menegaskan bahwa Al-Qur’an merupakan maw ’izah, syifa’, huda,
dan Rahmah, empat unsur penting dari kemaslahatan manusia. Ini menunjukan
bahwa seluruh isi syariat bertujuan menuntun manusia kepada kebaikan dan

menjauhkan dari kerusakan. Ayat ini digunakan sebagai argumen bahwa jika suatu

* Zinuddin Mansyur, Moh. Asyiq Amrulloh, Hushul Figh, (Mataram: Sanabil, 2020), H.
53

% Kementrian Agama Ri, Qur ’qan Dan Terjemahan, h. 295.

*" Muh. Idham Kholid Budi, Kora’ang Mala’bi, h. 399
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Tindakan membawa mambawa manfaat dan tidak bertantangan dengan prinsip
syariah, makai a bisa dijadikan landasan hukum (maslahah).48

Macam-macam maslahah apabila dilihat dari segi eksitensi atau
keberadaanya menurut syara’, yaitu:49
a. Al-Maslahah al-Mu tabarak

Al-Maslahah al-Mu tabarak merupakan jenis kemaslahatan yang secara
langsung dijelaskan dan diakui keberadaanya oleh nash. Sebagai contoh, demi
menjaga dan mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia, islam
menetapkan hukuman qisas bagi kasus pembunuhan yang dilakukan dengan

sengaja, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2): 178
85 2zl iy A AT e 3 e e o 14 il gt
3 At }J-;';J-’LJ:*‘JLE& > (S‘:\“., 5 G Gk
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Terjemahnya:

“wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan)
qisas berkenaan dengan orang dibunuh. Orang Merdeka dengan orang
Merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, Perempuan dengan
Perempuan. tetapai barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya,
hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan)
kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan
Rahmat dari tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia

akan mendapat azab yang sangat pedih,”50

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E inggannana to matappa’, dipawaji’io gishash di lalanna to dipelei. To
maradeke anna to maradeke, batua anna batua, to baine anna to baine,
jari inai mallolongang pa’dappang pole di luluare’na, sititinajai to

*® Prahasti Suyaman, Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath, Jurnal
Krtha Bhayangkara, Vol 18, no 2, 2024, h. 421

* Firdaus, Ushul Figh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 94-45.

%0 Kementrian Agama RI, Qur’an Dan Terjemahan, h. 36.
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maa’dappangang meccoe’ macoa, anna sitinajai to di a’dappangang
membayar (massokong) di to maadappangang macoa. lya bassa di’o polei
di puammu pamasse. Inai-inai ta’lalo di sessanai sessa masanna’.

b. Al-Maslahah al-Mulghah

Kemaslahatan yang bertantangan dengan ketentuan nash tidak diterima
oleh syariat, sehingga seluruh bentuk kemaslahatan semacam ini ditolak. Abdul
Wahab Khallaf memberikan contoh kasus yang relevan, yaitu fatwa dari seorang
ulama mazhab Maliki di Spanyol bernama Laits ibn Sa’ad (94-175 H) terkait
penetapan kaffarat bagi seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang
hari pada bulan Ramadhan. Kasus ini terjadi di Spanyol dan pelaku pelanggaran
tersebut adalah seseorang penguasa. Karena statusnya sebagai penguasa yang
memiliki kekayaan, jika kaffaratnya berupa memerdekakan budak, maka hal itu
akan mudah dilakukan dan memungkinkan ia mengulangai pelanggaran serupa.
Oleh karena itu, Laits ibn Sa’ad menetapkan bahwa kaffartnya adalah berpuasa
selama dua bulan berturut-turut. Namun, jenis kemaslahatan seperti ini oleh para
ulama dikategorikan sebagai al-maslahah al-mulghah, yaitu kemaslahatan yang
ditolak dan tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum.
C. Al-Maslahah al-Mursalah

Al-Maslahah al-Mursalah merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak
bertantangan dengan ketentuan nash, meskipun tidak terdapat nash yang secara
eksplisit memerintahkan atau melarang pelaksanaanya. Kesesuaianya dengan nash
dapat diketahui melalui Kesimpulan ayat atau hadist serta makna yang terkandung
didalamnya. Oleh karena itu, al-maslahah al-mursalah selaras dengan tujuan

ditetapkan hukum islam, sehingga dapat dijadikan landasan dalam mewujudkan

5! Muh. Idham Kholid Budi, Kota’ang Mala’bi, h. 46
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kemaaslahtan bagi manusia dan mencegah terjadinya kemudharatan. A/-maslahah
al-mursalah tersebut terbagi dua, yaitu:52

1) Maslahah Al-gharibah, pada maslahah ini hanya terdapat dalam teori
namun tidak ditemukan kesaksian syara’ yang menerima atau
menolaknya.

2) Maslahah al-mula’imah, meskipun maslahah ini tidak didasarkan pada
nash yang secara langsung mengakuinya, namun ia tetap selaras dengan
tujuan umum dari syariat. Tujuan syariat tersebut tercermin dalam Al-
Qur'an, Hadis. [jma', maupun Qiyas yang dapat dipahami dari kandungan
serta makna yang dikandung oleh masing-masing sumber Tersebut.

Effendi telah mengutip pada tulisan Abdul Wahhab Khallat’, menjelaskan
bakiwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam penerapan maslahah
mursalah. Pertama, kemaslahatan tersebut harus bersifat hakiki, yakni benar-benar
mampu menghadirkan manfaat atau mencegah mudharat, bukan sekadar dugaan
tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang mungkin timbul Kedua,
kemaslahatan yang dimaksud harus berkaitan dengan kepentingan umum, bukan
sekadar untuk kepentingan pribadi. Ketiga, kemaslahatan tersebut tidak bolch
bertentangan dengan dalil-dalil syar'i seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, [jma', maupun
Qiyas.53

Tujuan diterapkannya konsep maslahah mursalah adalah untuk menjadi
alternatif terbaik dalam mengembangkan metode ijtihad terutama ketika
memahami Al-Qur'an dan Sunnah Pemahaman terhadap kedua sumber hukum

islam ini perlu dilakukan melalui pendekatan ijtihad yang menekankan pentingnya

%2 Mukhisin Nyak Umar, AI-Mursalah Al-Mursalah (Kajian Atau Relavansinya Dengan
Pembaharuan Hukum Islam), (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 140.

53 Ziyadatus Shofiyah, M. Lathoi Ghozali, Inplementasi Konsep Maslahah Mursalah
Dalam Mekanisme Pasar, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, vol. 6, no 2, 2021, h, 139
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dimensi kemaslahatan Dalam hal ini, maslahah mursalah berperan sebagai
Landasan dalam merumuskan aturan hukum baru serta memberi ruang bagi para
ulama fikih untuk mengkaji permasalahan yang tidak dijelaskan secara eksplisit
dalam nash syara”.54

Klasikasi al-maslahah didasarkan pada kondisi kebutuhan yang terdapat
pada masing-masing personal manusia. Menurut konsep tersebut maslahah terbagi
menjadi tiga tingkatan yaitu:

a. Al-Maslahatan Daruriah

Kemaslahatan dalam konteks ini merujuk pada kebutuhan dasar manusia
yang mencakup lima aspek utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harti.

Kelima unsur ini merupakan pondasi utama kehidupan yang harus dijaga,
karena tanpa salah satunya, hidup manusia akan kehilangan makna baik di dunia
maupun di akhirat. Oleh karena itu, Allah mensyariatkan berbagai aturan untuk
melindungi aspek-aspek tersebut, seperti menjaga agama melalui akidah dan
ibadah, melindungi jiwa dengan hukum gishash, menjaga akal dengan
mengharamkan khamar, melestarikan keturunan melakukan pernikahan, dan
mengatur kepemilikan harta dengan ketentuan halal serta hukuman terhadap
pencuri dan perampok. Para ulama pun sepakat bahwa al-maslahah al-dharuriyah
menjadi landasan utama dalam penetapan bukum syariat Islam.

b. Al-Maslahah Hajiayah

Hajiyah atau kemaslahatan sekunder adalah jenis kemaslahatan yang
diperlukan oleh manusia guna mempermudah jalannya kehidupan dan
meringankan beban dalam upaya menjaga kebutuhan dasar yang mencakup lima

unsur pokok kehidupan. Contoh dari al-mashtakah al-hajiyah dalam bidang

Ziyadatus Shofiyah, M. Lathoi Ghozali, Inplementasi Konsep Maslahah Mursalah
Dalam Mekanisme Pasar, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, vol. 6, no, 2, 2021, h. 139
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ibadah antara lain adanya keringanan seperti boleh mengqashar salat dan
membatalkan puasa bagi orang yang sedang bepergian (musafir) Sedangkan
dalam bidang muamalah, tennasuk di dalamnya adalah kebolehan berburu hewan,
mengonsumsi makanan yang baik, melakukan transaksi jual beli dengan sistem
pemesanan (bai al-salam). serta kerja sama dalam bidang pertanian seperti
muzara'ah dan musaqah. Semua bentuk kemudahan ini disyariatkan olch Allah
sebagai sarana perniinjang untuk menjaga lima kemaslahatan pokok (al-mashalih
al-khamsah) dalam kehidupan manusia.”
C. Al-Maslahah Tahsiniah

Tahsiniah merupakan tingkatan kebutuhan ketiga dalam maslaha
Kebutuhan ini mencerminkan aspek penyempurnaan dan perindahan dalam hidup
manusia. Tujuan utama dari fahsiniyah adalah untuk membentuk kehidupan yang
lebih beradab, bermoral, dan selaras dengan nilai-nilai keindahan dan akhlak
muka Dalam bidang ibadah, contoh taksiniyah antara lain adalah menjaga
kebersihas, memakai pakaian yang pantas saat salat, dan memperindah bacaan Al-
Qur'an Dalam kehidupan sosial, fahsiniyah tampak dalam adab makan dan
mintuan perilaku sopan, dan penghindaran terhadap perilaku mubazir. Dalam
bidang ekonomi, termasuk menghindari transaksi dengan barang najis atau tidak
bermanfaat, serta menjunjung tinggi etika bisnis. Kebutuhan tdhtiniyah tidak akan
menyebabkan kesulitan atau kerusakan jika tidak dipenuhi. Namun,
pemenuhanrya akan meningkatkan keharmonisan sosial dan kualitas hidup umat.
Oleh karena itu, meskipun berada di tingkatan terakhis, tahsiniyah tetap memiliki
peran penting dalam membentuk masyarakat Islam yang ideal dan beradab.

Tingkatan kemaslahatan menjadi penting ketika masing-masing

tingkatannya saling bertentangan Oleh karena itu, ketiga jenis kemaslahatan

% Muhammad Taufiq, 4/-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam, h. 25
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primer, sekunder, dan tersier perlu dibedakan agar seorang Muslim dapur
menetapkan prioritas yang tepat dalam mengambil keputusan. Kemaslahatan
primer harus diutamakan dibandingkan kemaslahatan sekunder, dan kemaslahatan
sekunder harus lebih diprioritaskan daripada yang bersifat tersier. Sebagai ilustrai,
menjaga jiwa termasuk dalam kemaslahatan primer. Jika seseorang sakit dan harus
diperiksa dokter hingga harus membuka aurat, maka tindakan itu diperbolehkan
karena membuka aurat hanya berkaitan dengan kemaslahatan tertice. Dalam hai
uu. tidak dibenarkan mengorbankan kemaslahatan primer demi menjaga hal yang
bersifat tertier. Dengan demikian, pemeliharaan terhadap kebutuhan primer harus
menjadi prioritas utama, sebab jika diabaikan, hal tersebut dapat mengacaukan

tatanan hidup manusia.

% Muhammad Taufiq, 4l-Maslahah Sebagai Sumber Hukum Islam, h. 27.



BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris.
Penelitian yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang memanfaatkan
fakta-fakta empiris (pengalaman) yang diambil dari perilaku manusia, baik
perilaku verbal yang diperoleh wawancara maupun perilaku nyata yang diamati
secara langsung.® Penelitian yuridis empiris ini mengevaluasi ketentuan hukum
yang berlaku serta kenyataan yang terjadi di Kecamatan Banggae Timur. Tipe
penelitian kualitatif bertujuan untuk mengumpulkan informasi dengan maksud
untuk menginterpretasikan peristiwa yang terjadi,2 menggunakan penelitian
sebagai alat utama Penelitian ini akan mengambarkan secara rinci tentang.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh calon peneliti adalah di Kecamatan
Banggae Timur, dengan fokus pada praktik kepemilikan oli bekas pada jasa Ganti
oli motor. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara
harapan dan realitas (das sollen das sein) dalam teori subtansif dengan melakukan
observasi lapangan. alasan pemilihan Lokasi ini adalah karena di Kecamatan
Banggae Timur merupakan Lokasi yang penting untuk diteliti karena memiliki
masalah yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam transaksi ini, terdapat
praktik yang mengalami ketidak sesuaian dengan transaksi dalam Islam. Dengan

demikian, diharapkan penelitian ini akan memberikan data yang relevan.

! Kornelius Benuf, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai
Permasalahan Hukum Kontenporer, Vol. 7 Edisi 1, Jurnal Gema Keadilan, 2020, h. 27-28

2 Muhammad Siddiq Armia, Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum
(Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (Lkki): 2022), h. 37-38
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Pertimbangan lainnya adalah faktor-faktor geografis, waktu, biaya, dan tenaga
yang juga menjadi alasan pemilihan Lokasi in.
B. Pendekatan penelitian

Penelitaian ini mengadopsi tiga pendekatan yang berbeda:

1. Pendekatan teologi normatif (syar'i) adalah pendekatan yang berfokus
pada penilaian kesesuaian suatu tindakan atau fenomena dengan hukum
Islam yang ditetapkan dalam al-Qur'an maupun Hadits.* Pendekatan ini
berusaha mengevaluasi dan menilai praktik kepemilikan oli bekas pada
jasa Ganti oli motor yang dilakukan oleh Masyarakat di Kecematan
Banggae Timur sudah sesuai atau tidak dengan ajaran islam.

2. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memahami bagaimana
individu dan kelompok berperilaku dalam konteks sosial.* Peneliti
berupaya mengungkapkan pola pada praktik kepemilikan oli bekas pada
jasa Ganti oli di Kecematan Baggae Timur. Melalui pendekatan ini calon
peneliti juga berusaha untuk mengungkap fenomena sosial yang terjadi di
Masyarakat.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini mencakup subjek atau sumber dari mana
data dapat diperoleh, seperti pemilik bengkel dan konsumen. Topik dari mana
data dapat dikumpulkan disebut sebagai sumber data penelitian. Selain individu
yang berperan sebagai responden dan informan, orang juga merupakan sumber

data.

3 Surjaweni V. Wiratna, Spss Untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015),
h. 12

* Utami Budiyati, Pengembangan Keilmuan Pai Dengan Pendekatan Sosiologi, Vol. 3, Al-
Athfal, 2022, h. 158
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Berikut adalah jenis-jenis yang akan dihasilkan:

1. Data primer adalah sumber data pertama yang dihasilkan, yang diperoleh
melalui wawancara dengan informan dalam penelitian ini.> Untuk
memudahkan wawancara, disusun pedoman wawancara. Data yang
dikumpulkan mencakup fakta-fakta terkait penerapan dalam praktik
kepemilikan oli bekas pada jasa Ganti oli motor yang diperoleh dari
informan yang merupakan sampel penelitian. Informan yang dipilih oleh
calon peneliti ialah masyarakat yang bekerja di bengkel, pemilik bengkek
dan konsumen.

2. Data sekunder adalah sumber data kedua setelah data primer.6 Data
sekunder digunakan sebagai pendukung data primer dalam penyusunan
proposal, dan dapat berasal dari buku, jurnal hukum dokumentasi, serta
sumber hukum lainya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati
secara langsung dan sistematis terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi
alami maupun yang telah dirancang, untuk memperoleh informasi yang relevan.

2. Wawancara
Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara

kepada narasumber untuk memperoleh informasi, pendapat, atau keterangan
tertentu. Wawancara bisa dilakukan secara langsung (tatap muka), melalui

telepon, atau media digital lainnya, dan biasanya digunakan dalam konteks

® Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, Cet. 2 (Depok: Pt. Rajagrafindo Persada,
2020), h. 18

¢ Abu Lubaba, Implementasi Akad Rahn Dalam Perspektif Ekonomi Islam, Vol. 1:2,
Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2020, h. 50
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jurnalistik, penelitian, rekrutmen kerja, atau penyelidikan. Peneliti akan

mewawancarai montir 3 orang, konsumen 3 orang, dan tokoh agama 3 orang

dengan jumlah keseluruhan 9 informan.

Wawancara juga berguna Ketika responden terbatas atau Ketika peneliti
membutuhkan informasi mendalam yang tidak dapat diperoleh melalui metode
lain.

Adapun instrumen wawancara dalam penelitian ini yaitu:

a. Alat Tulis Menulis (ATK) merujuk pada peralatan seperti buku, pulpen, dan
pensil yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara yang dilakukan oleh
calon peneliti dan anggota Masyarakat di kecematan Bangae Timur.

b. Handphone dipakai oleh calon peneliti selama proses wawancara, sehinggah
informasi yang tercatat jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu,
handphone juga digunakan untuk menggambil bahan-bahan yang relevan
dalam penelitian ini, memastikan bahwa peneliti memiliki bukti yang jelas dan
tidak Ambigu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencakup pengumpulan informasi dari catatan yang
ada , yang dapat berupa visual, tulisan, atau karya-karya unik yang dibuat oleh
individu. Dengan memeriksa dokumen-dokumen ini, peneliti mendapatkan akses
ke data tambahan yang dapat mendukung untuk memberikan konteks untuk
temuan dari observasi dan wawancara. Dokumentasi yang dikonsultasikan dapat
berupa laporan dan catatan resmi hingga foto-foto dan tulisan-tulisan pribadi yang
relevan dengan subjek penelitian. Dokumentasi berfungsi sebagai sumber data
sekunder yang berharga, membantu memverifikasi dan memperkarya data primer

yang dikumupulkan melalui observasi dan wawancara.
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E. Instrumen Penelitian

Berdasarkan jenis data yang diperlukan dan relevansi dengan topik penelitian,
instrumen penelitian merupakan pengaturan strategis yang berperan sebagai
sarana untuk menjalankan kegiatan penelitian. Adapun instrumen dalam penelitian
ini yaitu pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan yang berkaitan dengan
penelitain.
F. Teknik Pengelolaan dan Analisi Data

Analisis data berlangsung secara Bersama-sama dengan proses pengumpulan
data dengan alur tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, fokus pada penyederhanaan,

pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan
lapangan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sepanjang durasi proyek
penelitian kualitatif.” Selama proses pengumpulan data, tahap-tahap reduksi
berikutnya dilakukan, seperti membuat ringkasan dan mengkode data. Proses
reduksi atau transformasi data ini berlanjut setelah penelitian lapangan hingga
laporan akhir selesai disusun.

2. Penyajian data

Miles & Huberman membatasi penyajian sebagai sekumpulan informasi

yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Mereka percaya bahwa penyajian yang lebih baik adalah metode utama
untuk analisis kualitatif yang valid, mencakup berbagai jenis matriks, grafik,
jaringan, dan bagan. Semua ini dirancang untuk menggabungkan informasi yang

tersusun dalam bentuk yang terstruktur dan mudah diakses. 8

’ Milles Dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Perss,
1992), h. 16

8 Milles Dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, h.16
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3. Penarikan Kesimpulan
Menurut Miles Huberman, penarikan kesimpulan hanyalah bagian dari
keseluruhan proses konfigurasi. Kesimpulan-kesimpulan tersebut juga diverifikasi
selama penelitian berlangsung. Selain itu, bisa juga melibatkan upaya untuk
mengaitkan temuan dengan data lain Singkatnya, makna yang muncul dari data
harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya yaitu validitasnya.
Kesimpulan akhir tidak hanya muncul selama proses pengumpulan data, tetapi
juga memerlukan verifikasi untuk memastikan pertanggungj awabannya.9
G. Pengujian Keabsahan Data
1. Triangulasi sumber
Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh,
untuk menguji kreadibilitas data tentang gaya kepemimpinan seseorang, maka
pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang
dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja merupakan kelompok
kerjasama. Data dari ketiga sumber tersebut, tidak bisa dirata-ratakan seperti
dalam penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan
yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data
yang telah dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan
selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan ketiga sumber tersebut.'”
2. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara
mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya

data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau

® Milles Dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, h. 16

10 Wiyanda Vera Nurfajriani, Dkk., Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif, Vol.
10, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2024, h. 828-829
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kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kreadibilitas data tersebut,
menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih
lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan
data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut
pandangnya berbeda-beda.™
3. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kreadibilitas data. Data yang
dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih
segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga
lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kreadibilitas data dapat
dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik
lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang
berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan
kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil

penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data."?

! Wiyanda Vera Nurfajriani, Dkk., Triangulasi Data Dalam Anlisis Data Kualitatif, h. 829
12 Wiyanda Vera Nurfajriani, Dkk., Triangulasi Data Dalam Anlisis Data Kualitatif, h. 829



BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran umum
Kecamatan Banggae Timur adalah salah satu kecamatan di Kabupaten
Majene, Sulawesi Barat, dengan luas wilayah sekitar 30,04 km. wilayah ini
merupakan hasil pemekaran yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik dan
potensi ekonomi daerah. Banggae Timur dikenal sebagai wilayah dengan
kepadatan penduduk yang cukup tinggi dan berfokus pada pengembangan sektor-
sektor Pembangunan.
Kecamatan Banggae Timur terdiri dari Sembilan kelurahan, diantaranya
adalah:
1. Kelurahan Labuang (Luas 0,26 km?)
Kelurahan Labuang Utara (Luas 1,15 km?)
Kelurahan Baurung (Luas 2,14 km?)
Kelurahan Lembang (Luas 2,71 km?)
Kelurahan Tande (Luas 4,82 km?)
Kelurahan Tande Timur (Luas 3,65 km?)
Kelurahan Baruga (Luas 6,28 km?)

Keluarah Baruga Dhua (Luas 7,69 km?)

© © N o o A w DN

Buttu Baruga (Luas 1,34 km?)

Kehidupan keagaamaan masyarakat di Kecamatan Banggae Timur secara
umum mencermikan profil wilayah yang didominasi oleh pemeluk agama islam,
sebagaimana mayoritas penduduk di Kabupaten Majene secara keseluruhan
beragama Islam. Tercatat adanya banyak masjid dan fasilitas ibadah Islam di
Kecamatan Banggae Timur, sedangkan rumah ibadah untuk kelompok agama lain

sangat sedikit atay hamper tidak tercatat. Setiap tahun badan pusat statistic
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menerbitkan data resmi Kecamatan Banggae Timur yang berisi data
kependudukan, sosial ekonomi, pendidikan, serta berbagai indicator kesejahteraan
Masyarakat, termasuk sektor-sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Secara umum di banggae timur, sektor pertanian dan perikanan serta usaha
pertanian lain seperti budidaya tanaman dan budidaya ikan atau sumber daya laut
menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, mengikuti karakter wilayah yang berbasis
pesisir dan agraris. Banyak warga bekerja sebagai sebagai petani, nelayan, atau
dalam pekerjaan infoemal yang terkait dengan produksi hasil pertanian,
perdagangan kecil, serta jasa lokal.

B. Praktik Jasa Ganti Oli Motor Pada Bengkel Motor Kecamatan Banggae
Timur

Jasa ganti oli merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling umum
diberikan oleh bengkel motor kepada konsumen. Dalam praktiknya, kegiatan ini
tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penggantian pelumas kendaraan, tetapi
juga melibatkan hubungan hukum antara pemilik kendaraan dan pihak bengkel
sebagai penyedia jasa. Hubungan tersebut mencakup hak dan kewajiban para
pihak, termasuk mengenai kepemilikan serta pengelolaan oli bekas yang
dihasilkan dari proses penggantian.

Secara umum, praktik jasa ganti oli dilakukan dengan prosedur yang
sederhana, yaitu pelanggan datang ke bengkel untuk mengganti oli, kemudian
mekanik melakukan pengurasan oli lama dan menggantinya dengan oli baru
sesuai kebutuhan kendaraan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sering kali
tidak terdapat kejelasan mengenai pengelolaan oli bekas, apakah dikembalikan
kepada pemilik kendaraan atau langsung diambil dan dikelola oleh pihak bengkel.

Untuk memahami bagaimana praktik tersebut berlangsung di lapangan,

peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh gambaran nyata mengenai
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mekanisme pelaksanaan jasa ganti oli serta perlakuan terhadap oli bekas yang
dihasilkan. Wawancara dilakukan bersama bapak Samsul Alam, umur 51 Tahun,
beliau merupakan pemilik bengkel Mitra Motor dan telah bekerja dan membangun

bengkel selama 20 tahun. berikut wawancaranya:

“Jika ada orang yang mengganti oli, biasanya oli bekas tersebut langsung
diambil oleh pihak bengkel. Tidak ada pertanyaan kepada pemilik motor
apakah ingin mengambil kembali oli bekasnya. Namun, jika pemilik ingin
mengambilnya, maka akan diberikan. Jika permintaan pengambilan
dilakukan belakangan, pemilik harus menunggu karena oli bekas sudah
tercampur dengan oli milik pelanggan lain yang juga mengganti oli. Oli
bekas tersebut ditampung dalam drum besar. Oli itu dapat dijual dengan
harga sekitar Rp200.000, kadang Rp250.000, bahkan bisa mencapai
Rp500.000 per drum. Oli bekas memiliki banyak keglunaan tetapi yang
paling sering mengambilnya adalah para pekerja jalan.”

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pengelolaan limbah oli dari
kegiatan penggantian oli kendaraan cenderung menjadi kewenangan bengkel. Oli
bekas pelanggan dikumpulkan dalam satu tempat penampungan tanpa pemisahan,
sehingga secara praktis tidak lagi menjadi milik individu pelanggan. Meskipun
terdapat kemungkinan bagi pelanggan untuk meminta kembali oli bekasnya,
kondisi pencampuran menyebabkan hal tersebut jarang dilakukan. Limbah oli
yang telah terkumpul kemudian dimanfaatkan kembali melalui penjualan kepada
pihak tertentu, yang menunjukkan bahwa oli bekas masi h memiliki nilai
ekonomis dan dimanfaatkan dalam kegiatan pekerjaan lapangan, khususnya
pekerjaan jalan. Adapun juga yang disampaikan oleh bapak Riyaldi, umur 35

Tahun, beliau merupakan pemilik bengkel 47 Motor berikut wawancaranya :

“jika ada pelanggan yang datang untuk mengganti oli di bengkel kami,
tentu akan kami layani. Jika pelanggan ingin mengambil kembali oli bekas
miliknya, biasanya mereka akan menyampaikannya secara langsung.
Namun, apabila tidak disampaikan, maka oli bekas tersebut langsung kami
ambil dan di masukkan ke dalam drum penampungan oli bekas. Apabila
pelanggan ingin mengambil oli bekasnya setelah oli tersebut dimasukkan
ke dalam drum penampungan, pelanggan tetap kami persilakan
mengambilnya, namun jika memiliki alat sendiri untuk mengambil oli di
dalam drum tersebut. Oli bekas yang telah tertampung di dalam drum
biasanya kami jual kepada pihak tertentu yang datang membeli. Harga
penjualannya berkisar antara Rp100.000 hingga Rp150.000 per drum. Di
bengkel kami, drum penampungan jarang terisi penuh, karena biasanya

! Samsul Alam, 51 tahun, Pemilik Bengkel, di wawancarai pada tanggal 18 Januari 2026
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ketika baru terisi sekitar setengah drum sudah ada pihak yang datang
membeli atau mengambil oli bekas tersebut.?

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Muhammad Fariz,
umur 23, beliau merupakan pemilik bengker Fariz Motor, dan telah menekuni

pekerjaannya sabagai pemilik dan montir selama 7 tahun berikut wawancaranya:

“Oli bekas tersebut biasanya langsung saya ambil tanpa ada pertanyaan
dari pemilik kendaraan, dan selama ini tidak pernah ada keberatan dari
mereka. Selain itu, belum pernah ada pelanggan yang meminta untuk
mengambil kembali oli bekasnya. Oli bekas tersebut saya tampung di
dalam drum, kemudian biasanya saya jual dengan harga sekitar
Rp200.000—Rp250.000 per drum. Namun, drum tersebut tidak selalu terisi
penuh karena baru terisi setengah sudah ada yang datang membelinya.” >

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pihak
bengkel, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan oli bekas hasil
penggantian kendaraan pada umumnya dilakukan secara langsung oleh pihak
bengkel tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada pemilik kendaraan
mengenai keinginan untuk mengambil kembali oli bekas tersebut. Dalam
praktiknya, oli bekas yang telah dikeluarkan dari kendaraan pelanggan langsung
dimasukkan ke dalam wadah penampungan berupa drum besar yang digunakan
secara kolektif untuk menampung oli bekas dari berbagai pelanggan.

Meskipun tidak ada penawaran secara aktif dari pihak bengkel, pada
dasarnya pelanggan tetap diberikan kesempatan untuk mengambil kembali oli
bekas miliknya apabila hal tersebut disampaikan secara langsung pada saat proses
penggantian oli berlangsung. Namun, apabila permintaan tersebut disampaikan
setelah oli bekas dicampurkan ke dalam drum penampungan bersama, maka
pengambilannya menjadi lebih sulit dan dalam beberapa kasus pelanggan diminta
untuk menunggu atau menyediakan peralatan sendiri untuk mengambilnya dari

dalam drum. Hal ini menunjukkan bahwa setelah oli bekas tercampur dengan oli

2 Riyaldi, 35 tahun, pemilik bengkel, di wawancarai pada tanggal 18 Januari 2026

¥ Muhammad Fariz, 23 tahun, di wawancarai pada tanggal 18 Januari 2026
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milik pelanggan lain, pengelolaannya secara faktual telah berada dalam kendali
pihak bengkel.

Dari aspek ekonomi, oli bekas tersebut memiliki nilai jual dan secara rutin
diperjualbelikan kepada pihak-pihak tertentu yang datang membeli, seperti
pekerja jalan maupun pembeli lain yang memanfaatkan oli bekas untuk keperluan
tertentu. Harga jual oli bekas bervariasi antar bengkel, dengan kisaran antara
Rp100.000 hingga Rp500.000 per drum, tergantung pada jumlah dan kondisi
penampungan. Dalam praktiknya, drum penampungan jarang terisi penuh karena
umumnya sudah ada pembeli yang datang ketika volume oli baru mencapai
setengah drum. Hal ini menunjukkan adanya perputaran yang relatif cepat dalam
pemanfaatan oli bekas tersebut.

Adapun wawancara yang dilakukan bersama Bapak Busman, saat ini

berumur dan bekerja sebagai karyawan Swasta. Berikut adalah wawancaranya:

“Saya cukup sering mengganti oli kendaraan di bengkel. Selama ini, pthak
bengkel tidak pernah menanyakan kepada saya apakah oli bekas tersebut
ingin saya ambil kembali atau tidak. Namun demikian, saya tidak merasa
keberatan apabila oli bekas tersebut langsung diambil oleh pihak bengkel
tanpa persetujuan khusus dari saya. Menurut saya, oli bekas tersebut tidak
memiliki kegunaan apabila dibawa pulang, karena saya tidak mengetahui
cara mengolah maupun memanfaatkannya. Saya juga tidak mengetahui
secara pasti apa saja kegunaannya. Meskipun saya pernah mendengar
bahwa oli bekas memiliki nilai manfaat dan dapat diperjualbelikan, namun
saya tidak mengetahui secara jelas berapa harga jualnya sehingga saya
tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut.”

Adapun wawancara yang dilakukan bersama bapak Fahmi Igbal saat ini
berusia 27 tahun, dan bekerja sebagai anggota Polri. Berikut adalah

wawancaranya:

“Iya, saya memang sering mengganti oli di bengkel tersebut. Selama ini,
saya tidak pernah ditanya apakah ingin mengambil kembali oli bekas atau
tidak. Oli bekas itu langsung diambil oleh pihak bengkel. Bagi saya, hal
tersebut tidak menjadi masalah karena saya sendiri juga tidak mengetahui
bagaimana cara mengelola maupun mengolah oli bekas tersebut. Meskipun
saya mengetahui bahwa oli bekas memiliki banyak manfaat dan nilai

* Busman, 35 tahun, Konsumen, di wawancarai pada tanggal 20 Januari 2026
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ekonomisS saya tetap menyerahkannya kepada pihak bengkel untuk
dikelola.”

Konsumen pada umumnya tidak mempertanyakan pengambilan oli bekas
oleh pihak bengkel. Konsumen tidak pernah ditawari pilihan untuk mengambil
kembali oli bekasnya dan cenderung membiarkan pihak bengkel langsung
mengambil serta mengelolanya. Sikap tersebut didasarkan pada kurangnya
pengetahuan konsumen mengenai cara pengolahan oli bekas, meskipun mereka
menyadari bahwa oli bekas memiliki manfaat dan nilai ekonomis. Adapun
wawancara yang dilakukan bersama ibu Hasrafiah, saat ini berusia 31 tahun,

bekerja sebagai guru honorer. Berikut hasil wawancaranya:

“Saya pernah ke bengkel yang berada di kota Majene untuk melakukan
penggantian oli kendaraan dan bermaksud mengambil oli bekas tersebut
karena dibutuhkan sebagai pelumas rantai atau semacamnya. Sebelumnya,
saya telah mengonfirmasi kepada pihak bengkel bahwa oli bekas tersebut
akan saya ambil, dan pihak bengkel menyatakan tidak keberatan serta
mengizinkannya. Namun, pada saat proses penggantian oli berlangsung,
karyawan bengkel yang bertugas tidak mengetahui bahwa oli bekas
tersebut ingin saya ambil. Akibatnya, oli bekas tersebut langsung
dimasukkan ke dalam tong penampungan. Setelah itu, saya kembali
mengonfirmasi kepada pihak yang melakukan penggantian oli. Mereka
menyampaikan bahwa oli bekas tersebut masih dapat diambil di lain
waktu. Namun, karena saya merasa enggan untuk kembali lagi, %ada
akhirnya saya memutuskan untuk tidak mengambil oli bekas tersebut.”

Berdasarkan wawancara yang dilakukan , peneliti menarik kesimpulan
bahwa pada umumnya pihak bengkel tidak menanyakan kepada konsumen
mengenai keinginan untuk mengambil kembali oli bekas setelah proses
penggantian oli dilakukan. Oli bekas secara langsung dikelola dan ditampung oleh
pihak bengkel tanpa adanya persetujuan khusus dari pemilik kendaraan. Meskipun
demikian, sebagian besar konsumen tidak merasa keberatan terhadap praktik

tersebut.

% Fahmi Igbal, 27 tahun, konsumen, di wawancarai pada tanggal 27 Februari 2026

® Hasrafiah, 31 tahun, konsumen, di wawancarai pada tanggal 27 Februari 2026
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Dari sisi konsumen, terdapat kecenderungan bahwa mereka tidak
mempersoalkan pengambilan oli bekas oleh pihak bengkel karena kurangnya
pengetahuan mengenai cara pengelolaan maupun pemanfaatan oli bekas.
Walaupun sebagian konsumen mengetahui bahwa oli bekas memiliki nilai
manfaat dan nilai ekonomis, ketidaktahuan mengenai mekanisme pengolahan
serta harga jualnya menyebabkan mereka memilih untuk menyerahkannya kepada
pihak bengkel.

Namun demikian, terdapat kasus di mana konsumen bermaksud untuk
mengambil kembali oli bekas karena memiliki kebutuhan tertentu, seperti untuk
pelumas rantai. Dalam hal ini, meskipun telah ada komunikasi awal dengan pihak
bengkel, kurangnya koordinasi internal antarpegawai menyebabkan oli bekas tetap
tercampur dalam penampungan umum. Hal tersebut menunjukkan adanya kendala
administratif dan komunikasi dalam praktik pelaksanaannya. Pada akhirnya,
konsumen tersebut tidak mengambil kembali oli bekas karena pertimbangan
efisiensi dan keengganan untuk kembali ke bengkel.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik pengelolaan oli bekas
di bengkel pada umumnya dilakukan sepihak oleh pihak bengkel, namun diterima
oleh konsumen karena faktor ketidaktahuan, ketidakpedulian, atau tidak adanya
kebutuhan terhadap oli bekas tersebut. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan
dalam sistem komunikasi dan prosedur pelayanan yang berpotensi menimbulkan
ketidaksesuaian antara keinginan konsumen dan pelaksanaan di lapangan.

Peneliti menemukan bahwa konsep yang terjadi antara pihak bengkel
dengan konsumen pengganti oli dalam praktik ini adalah konsep ijarah atau akad
jjarah dan juga termasuk ke dalam konsep kepemilikan. Sebagaimana rukun ijarah

yang telah terpenuhi sebagai berikut:
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1. Para pihak yang berakad

Rukun pertama adalah adanya dua pihak yang berakad, yaitu pemberi jasa
(ajir) dan penyewa jasa (musta’jir). Dalam praktik penggantian oli, bengkel
bertindak sebagai ajir karena menyediakan jasa dan tenaga, sedangkan konsumen
sebagai musta jir karena meminta dan membayar jasa tersebut. Kedua pihak harus
memiliki kecakapan hukum (ahliyah) dan melakukan akad secara sukarela.
Sebagaimana dalam firman Allah dalam Q.S. An-Nisa (4): 29
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Terjemahannya:
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”7

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E, inggannana to matappa’, dao paande barang-barang andiang macoa,
selaennasawa’ pa’daggangang iya melo’para melo’ disesemu. Anna dao
pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap kesepakatan atau akad memiliki
konsekuensi hukum dan wajib dipenuhi. Hal ini serupa dengan praktik jasa Ganti
oli motor pada bengkel motor di Banggae Timur. Dalam praktik jasa tersebut,
hubungan antara pemiliki kendaraan dan pihak bengkel pada dasarnya merupakan
akad ijarah (jasa), sehingga segala konsekuensi yang timbul termasuk pengelolaan
oli bekas harus merujuk pada kesepakatan yang jelas. Status Kepemilikan Oli

Bekas Pada Jasa Ganti Oli Motor Kecamatan Banggae Timur.

"Kementrian Agama RI, Qur’an dan Terjemahannya, h. 112

8 Muh. Idham Kholid Budi, Kora 'ang Mala’bi, h. 147
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2. Al-Ma’qud Alaih

Ma’qud ‘alaih dalam akad ijarah adalah objek yang menjadi sasaran
perjanjian, yaitu manfaat atau jasa yang disepakati untuk diberikan dengan
imbalan tertentu. Dalam ijarah, yang menjadi objek bukan barangnya, melainkan
manfaat dari barang atau tenaga kerja. Karena itu, ma 'qud ‘alaih harus memenuhi
syarat: jelas jenis pekerjaannya, dapat dilaksanakan, diketahui oleh kedua pihak,
serta bernilai secara syar .

Dalam konteks praktik jasa ganti oli motor di bengkel di Kecamatan
Banggae Timur, ma’qud ‘alaih-nya adalah jasa penggantian oli, yaitu pekerjaan
mekanik dalam membuka baut pembuangan, mengeluarkan oli lama, dan mengisi
oli baru sesuai standar kendaraan. Jadi, yang disewakan adalah keahlian dan
tenaga mekanik, bukan oli bekasnya dan bukan pula kendaraan.

Adapun oli bekas yang keluar dari mesin bukan termasuk ma’qud ‘alaih,
karena ia bukan objek yang diperjanjikan dalam akad ijarah. Oli bekas pada
dasarnya tetap menjadi milik pemilik kendaraan, kecuali ada kesepakatan lain.
Oleh karena itu, jika bengkel mengambil dan menjual oli bekas tanpa izin, maka
hal tersebut berada di luar objek akad dan perlu ditinjau dari aspek kepemilikan
dan izin (ridha) pemiliknya.

3. Al-Ujrah (Upah Atau Imbalan)

Al-ujrah (s_»Y)) dalam praktik ijarah adalah imbalan atau upah yang
diberikan oleh penyewa jasa (musta jir) kepada pemberi jasa (mu jir) atas manfaat
atau pekerjaan yang dilakukan. Dalam fikih muamalah, al-ujrah merupakan salah
satu rukun ijarah yang harus jelas jumlahnya, disepakati di awal, dan diketahui
kedua belah pihak, agar tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Dalam
praktik jasa ganti oli motor di bengkel Kecamatan Banggae Timur, objek akad

ijarah adalah manfaat berupa jasa penggantian oli, bukan oli bekasnya. Sedangkan
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al-ujrah adalah biaya servis atau ongkos jasa yang dibayarkan oleh pemilik motor
kepada pihak bengkel.
4. ljab dan Qabul

shighat (ijab dan kabul) merupakan pernyataan saling setuju antara para
pihak yang menjadi tanda terjadinya kesepakatan atas suatu jasa. ljab adalah
pernyataan penawaran, sedangkan kabul adalah pernyataan penerimaan atas
penawaran tersebut. Dalam praktik jasa ganti oli motor pada bengkel di
Kecamatan Banggae Timur, shighat terjadi ketika pemilik kendaraan datang
meminta dilakukan penggantian oli, lalu pihak bengkel menyetujui dan
melaksanakan pekerjaan tersebut dengan kesepakatan harga tertentu. Walaupun
tidak selalu diucapkan secara formal, kesepakatan tersebut dapat dipahami dari
tindakan dan kebiasaan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak.

Peniliti melihat bahwa praktik jasa ganti oli pada bengkel motor di
Kecamatan Banggae Timur pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur sahnya
akad ijarah. Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan pihak bengkel
adalah hubungan sewa jasa (ijarah ‘ala al-a‘mal), di mana konsumen sebagai
musta jir meminta manfaat berupa pekerjaan penggantian oli, sedangkan bengkel
sebagai ajir melaksanakan pekerjaan tersebut dengan imbalan upah yang telah
diketahui. Kesepakatan terjadi secara langsung melalui praktik mu ‘athah (serah
terima tindakan), yaitu ketika konsumen menyerahkan kendaraan untuk diganti oli
dan kemudian membayar sesuai tarif yang berlaku. Dengan demikian, dari sisi
akad jasa, praktik tersebut dapat dinilai sah menurut ketentuan fikih muamalah
karena telah memenuhi unsur kerelaan, kejelasan manfaat, dan kepastian upah
permasalahan hukum dalam praktik di Kecamatan Banggae Timur bukan terletak
pada akad ijarahnya, melainkan pada pengelolaan oli bekas setelah pekerjaan

selesai dilakukan. Dalam konteks ini perlu ditegaskan bahwa objek akad ijarah
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hanyalah manfaat jasa penggantian oli, bukan pemindahan hak atas oli bekas.
Oleh karena itu, secara hukum asal, oli bekas tetap berada dalam kepemilikan
penuh (milk tam) konsumen sampai ada pernyataan atau tindakan yang secara sah
memindahkan kepemilikan tersebut kepada pihak bengkel.

Dalam praktik yang terjadi, oli bekas secara langsung dimasukkan ke
dalam drum penampungan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu kepada
konsumen. Walaupun sebagian besar konsumen tidak merasa keberatan dan
cenderung membiarkan bengkel mengelolanya, sikap diam tersebut perlu
dianalisis lebih lanjut apakah dapat dianggap sebagai bentuk ridha yang sah atau
hanya sekadar ketidaktahuan dan ketidakpedulian. Jika diamnya konsumen
dipahami sebagai bentuk kerelaan berdasarkan kebiasaan (‘urf) yang berlaku,
maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hibah secara implisit. Namun
apabila tidak terdapat unsur izin atau persetujuan yang jelas, maka secara fikih
kepemilikan oli bekas sebenarnya belum berpindah.

C. Analisis Maslahah Terhadap Status Kepemilikan Oli Bekas Pada Jasa
Ganti Oli Motor di Kecamatan Banggae Timur

Dalam praktik jasa ganti oli, oli baru dibeli dan digunakan oleh pemilik
kendaraan, sedangkan oli bekas yang dikeluarkan dari mesin sering kali langsung
dikuasai oleh pihak bengkel tanpa adanya konfirmasi atau persetujuan secara
tegas dari pemilik kendaraan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai
siapa yang secara hukum dan etika berhak atas oli bekas tersebut, mengingat pada
dasarnya oli tersebut berasal dari kendaraan milik konsumen.

Kecamatan Banggae Timur merupakan wilayah yang mayoritas
penduduknya beragama Islam, sehingga pola interaksi sosial dan ekonomi
masyarakatnya tidak terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam, khususnya dalam

bidang muamalah. Aktivitas ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat,
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termasuk praktik jasa ganti oli di bengkel-bengkel motor, pada dasarnya
merupakan bagian dari hubungan hukum (akad) yang seharusnya berlandaskan
prinsip keadilan, kerelaan (ridha), kejelasan, dan tidak adanya unsur pengambilan

harta tanpa hak sebagaimana ditegaskan dalam fikih muamalah.

Secara akad, hubungan antara konsumen dan bengkel merupakan akad
ijjarah (sewa jasa), di mana objek akad adalah manfaat berupa jasa penggantian
oli. Dalam akad ijarah, yang menjadi objek adalah manfaat (manfa‘ah), bukan
kepemilikan barang kecuali diperjanjikan secara tegas. Oleh karena itu, secara
normatif, oli bekas tidak otomatis berpindah kepemilikannya kepada pihak
bengkel hanya karena proses penggantian telah dilakukan.

. % P , )/ 7 _ -
Lol diar Al Je g

“Tidak halal harta seorang Muslim Kecuali dengan kerelaan hatinya” (HR.
Ahmad)®

Hadis diatas merupakan Dasara bahwa penguasaan atau pemanfaatan harta
tanpa izin pemiliknya tidak dibenarkan secara syariat. Dalam konteks penelitian
ini, tidak adanya konfirmasi eksplisit dari pihak bengkel sebelum mengambil dan
mencampurkan oli bekas menunjukkan bahwa secara formal tidak terdapat akad
pengalihan hak milik.

Namun penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Sebagian besar
konsumen tidak keberatan dan secara sadar membiarkan pihak bengkel
mengambil serta mengelolah oli bekas tersebut. Dalam fiqih muamalah, sikap
diam yang disertai kerelaan dapat dikategorikan sebagai izin yang jelas. Praktik
yang berlangsung secara terus-menerus dan diterima Masyarakat dapat

dipertimbangkan melalui konsep ‘urf (kebiasaan). Kebiasaan konsumen yang

® Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad Juz 4 (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2001), him.
130.



60

tidak menuntut pengambilan oli bekas dapat menjadi indikato adanya kerelaan
kolektif. Akan tetapi, perlu ditegaskan bahwa ‘urf tidak boleh bertentangan
dengan prinsip dasar perlindungan hak milik.

Menurut Imam Syafi’l dalam kerya beliau Al-Umm, suatu harta tidak
boleh dimanfaatkan atau dipindahkan kepemilikannya tanpa izin pemilik yang
sah. Dalam mazhab syafi’l ditegaskan bahwa kerelaan merupakan unsur yang
sangat pentik dalam keabsahan pengalihan harta. Dengan demikian, tidak adanya
pernyataan yang jelas dari konsumen mengenai penyerahan oli bekas
menunjukkan bahwa secara formal belum terjadi akad pengalihan kepemilikan. 10

Secara konseptual, kepemilikan suatu barang tidak serta-merta hilang
hanya karena barang tersebut telah berubah bentuk atau nilai guna, kecuali
terdapat unsur pelepasan hak, penyerahan , atau kesepakatan antara para pihak.
Untuk memperkuat data penelitian sebagaimana yang telah dijelaskan, peneliti

melakukan wawancara dengan Bapak Husain:

“Oli bekas tersebut pada dasarnya bukan milik pemilik bengkel, melainkan
masih menjadi hak pemilik kendaraan. Namun dalam praktiknya, oli bekas
itu justru dikumpulkan dan diperjualbelikan oleh pihak bengkel. Menurut
saya, di sinilah letak permasalahannya, karena barang tersebut bukan
merupakan hak dari pemilik bengkel.Bagaimana jika suatu saat orang
tersebut ingin memanfaatkan oli bekas itu di rumah? Seharusnya oli
tersebut tidak boleh langsung diambil tanpa izin. Pihak bengkel
seharusnya terlebih dahulu meminta persetujuan kepada pemilik
kendaraan, misalnya dengan mengatakan, ‘Pak, apakah oli bekasnya boleh
kami ambil untuk dikumpulkan dan dijual?’Meskipun oli tersebut sudah
bekas, tetap saja kepemilikannya berada pada pemilik kendaraan, kecuali
jika sejak awal telah ada kesepakatan bahwa setiap oli yang diganti di
bengkel tersebut dianggap telah diikhlaskan oleh pemilik kendaraan. Jika
memang sudah ada kesepakatan seperti itu, maka tidak menjadi
persoalan.Akan tetapi, apabila tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka
menurut saya praktik jual beli tersebut tidak sah, karena oli bekas itu
bukan milik sah bengkel. Menurut saya, praktik tersebut tidak menjadi
masalah atau haram apabila telah ada kesepakatan yang jelas di awal.
Misalnya, bengkel menyampaikan bahwa setiap oli bekas yang diganti
akan menjadi milik bengkel, sehingga pemilik kendaraan telah
mengikhlaskannya. Dalam kondisi seperti itu, pemilik bengkel bebas

% Imam Syafi’i, Ringkasan Kitab Al —Umm Jilid2, Penerjemah : Abdullah Muhammad
Bin Idris (Jakarta : Pustaka Azzam, 2010), 382.
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untuk menjual kembali atau memanfaatkannya. Namun, jika tidak ada
kesepakatan yang jelas, maka praktik tersebut tidak dibenarkan.”™

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa status
kepemilikan oli bekas pada praktik jasa ganti oli motor pada dasarnya tetap berada
pada pemilik kendaraan, meskipun oli tersebut telah diganti dan tidak lagi
digunakan. pihak bengkel tidak memiliki hak secara otomatis atas oli bekas
tersebut, sehingga pengambilan dan penjualannya tanpa persetujuan pemilik
kendaraan dinilai sebagai tindakan yang tidak tepat.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, konsep mashlahahl merupakan
salah satu merode istinbath hukum yang bertujuan untuk mewujudkan
kemanfaatan dan mencegah kerusakan (jalb al-mashalih wa dar’ al-mafasih). Para
ulama seperti Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa maslahah adalah segala
sesuatu yang menjaga tujuan syariat (maqashid al-syari’ah), yaitu memelihara
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (hifz al-din, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, dan
al-mal).** Dalam konteks muamalah, perlindungan terhadap harta (hifz al-mal)
menjadi aspek yang sangat relevan.

Peneliti menemukan bahwa dalam praktik jasa ganti oli motor di
Kecamatan Banggae Timur, oli bekas yang dihasilkan dari proses penggantian
pada umumnya langsung dikuasai dan dikumpulkan oleh pihak bengkel tanpa
adanya pernyataan penyerahan hak secara eksplisit dari pemilik kendaraan. Secara
prinsip kepemilikan, oli bekas tersebut pada dasarnya masih merupakan bagian
dari harta milik konsumen, karena tidak terdapat akad khusus yang memindahkan

kepemilikan kepada pihak bengkel.

! Husain, 53 tahun, Dosen Hukum Ekonomi Syariah, di wawancarai pada tanggal 19
Februari 2026

12" Fitra analia, Achmad Abubakar, Halimah Basri, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis
Islam, Konsep Pemeliharaan Harta dalam Perspektif Maqasid Syariah, vol 4, No. 5, Uin Alauddin
Makassar, 2023, h. 1355.
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Apabila dianalisis melalui pendekatan maslahah, praktik tersebut dapat
ditinjau dari dua sisi. Pertama, dari sisi kemanfaatan (maslahah), pengelolaan dan
pengumpulan oli bekas oleh bengkel dapat memberikan nilai ekonomi tambahan
serta mencegah pencemaran lingkungan akibat pembuangan sembarangan. Hal ini
sejalan dengan prinsip menjaga harta dan menjaga lingkungan sebagai bagian dari
kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah). Jika oli bekas dikelola dengan baik,
maka terdapat manfaat ekonomi bagi bengkel sekaligus manfaat ekologis bagi
masyarakat.

Peneliti bependapat bahwa persoalan kepemilikan oli bekas pada praktik
jasa ganti oli motor di Kecamatan Banggae Timur, tidak dapat dinilai semata-mata
dari aspek kebiasaan praktik yang terjadi di lapangan, melainkan harus di uji
berdasarkan prinsip dasar perlindungan harta (Hifz al-mal) sebagai salah satu

tujuan utama syariat (maqasid al-syariah).

Akad yang terjadi dalam praktik jasa Ganti oli adalah akad ijarah, yaitu
akad atas manfaat jasa penggantian oli. Dalam fikih muamalah, objek ijarah
adalah manfaat (manfa’ah), bukan benda (‘ain). Dengan demikian tidak ada
perpindahan kepemilikan terhadap oli bekas hanya karena dilakukannya jasa
penggantian. Prinsip dasar kepemilikan dalam islam menegaskan bahwa harta
seseorang tidak boleh berpindah kecuali melalu sebab yang sah, seperti jual beli,
hibah, atau kerelaan yang jelas. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. pada QS.

An-Nisa (4):29
V3% aia Gl (e 8088 038 YD il A 28050 15RE Y 15 Gl W
i & OIS ("4 s

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan
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atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.™

Terjemahan Bahasa Mandar:

“E, inggannana to matappa’, dao paande barang-barang andiang macoa,
selaennasawa’ pa’daggangang iya melo’para melo’ disesemu. Anna dao
pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.”

Ayat ini menjadi landasan hukum bahwa setiap perpindahan hak harus
didasarkan pada unsur taradi (saling Ridha). Dalam praktik yang terjadi di
lapangan, umunya tidak ditemukan akad tambahan yang secara jelas menyatakan
bahwa oli bekas dihibahkan atau dijual kepada pihak bengkel. Oleh karena itu,
secara prinsip hukum asal (al-asl), kepemilikan oli bekas tetap berada pada
pemilik kendaraan.

Dalam teori ushul figih, maslahah yang dapat dijadikan dasar hukum
adalah maslahah yang tidak bertentangan dengan nash atau prinsip syariat.
Apabila terdapat dalil yang tegas mengenai perlindungan harta, maka maslaahah
yang bertentangan dengannya tidak dapat diterima (maslahah mulghah). Namun,
apabila pengambilan oli bekas dilakukan tanpa izin yang jelas, maka klaim
maslahah ekonomi menjadi lemah karena dibangun di atas potensi pelanggaran
hak milik.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik jasa ganti oli di Kecamatan Banggae
Timur termasuk dalam kategori akad ijarah, yaitu akad atas manfaat jasa
penggantian oli dengan imbalan upah tertentu. Dalam akad ijarah, objek yang
menjadi pokok akad adalah manfaat jasa, bukan perpindahan kepemilikan barang
sisa. Dengan demikian, secara hukum asal (ashl), oli bekas tetap berada dalam
kepemilikan pemilik kendaraan, kecuali terdapat kesepakatan atau izin yang jelas

yang memindahkan hak tersebut kepada pihak bengkel. Tidak adanya pernyataan

3 Kementrian Agama RI, Qur’an dan Terjemahannya, h. 112

¥ Muh. Idham Kholid Budi, Kora 'ang Malabi, h. 147
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eksplisit mengenai penyerahan oli bekas menunjukkan bahwa secara yuridis-fikih
tidak terjadi perpindahan milkiyah.

Salah satu penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian yang
dilakukan oleh Absir dengan judul “Mengambil Hak Kepemilikan Oli Bekas di
Setiap Bengkel Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di
Hidimulyo Barar, Kecamatan Metro Pusat)”. Penelitian tersebut menyimpulkan
bahwa kepemilikan oli bekas oleh pihak bengkel diperbolehkan berdasarkan
analisis al ‘Urf atau kebiasaan yang berlaku di Masyarakat. Kebaruan dalam
penelitian ini terletak pada pendekatan analisis yang digunakan, yaitu analisis
maslahah, yang menitikberatkan pada pertimbangan kemanfaatan dan
perlindungan hak para pihak dalam perspektif fikih muamalah.

Dalam perspektif maslahah, pengelolaan oli bekas oleh pihak bengkel
memang dapat mengandung nilai kemanfaatan, baik dari segi ekonomi maupun
lingkungan. Namun, kemaslahatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk
mengabaikan prinsip perlindungan hak milik (kifz al-mal) yang merupakan bagian
dari maqasid al-syari’ah. Dengan demikian pengelolaan atau pemanfaatan oli
bekas oleh bengkel hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada persetujuan
yang jelas dan kerelaan pemilik kendaraan. Tanpa adanya izin atau kesepakatan
yang tegas, penguasaan oli bekas oleh bengkel tidak memiliki dasar perpindahan
kepemilikan yang sah menurut fikih muamalah.

Melalui pendekatan maslahah, dapat ditegaskan bahwa setiap kemanfaatan
yang diperoleh bengkel dari pemanfaatan oli bekas tidak serta-merta dapat
dibenarkan apabila mengabaikan prinsip perlindungan hak milik dalam syariat.
Maslahah yang diakui dalam hukum Islam adalah kemaslahatan yang tidak
bertentangan dengan nash serta tidak menghilangkan atau merugikan hak pihak

lain. Oleh karena itu, pengambilan oli bekas tanpa adanya izin dan kesepakatan
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yang jelas dari pemilik kendaraan berpotensi menimbulkan mafsadah, karena
membuka peluang terjadinya pengambilan harta tanpa kerelaan pemiliknya.
Dalam konteks masyarakat Banggae Timur yang memiliki karakter religius dan
dinamika ekonomi tertentu, penerapan prinsip kejelasan akad, transparansi, dan
kerelaan para pihak menjadi semakin urgen, agar praktik jasa ganti oli benar-
benar sejalan dengan tujuan syariat (maqashid al-syari’ah), khususnya dalam
menjaga harta (hifz al-mal) dan mewujudkan kemaslahatan yang sah secara
hukum Islam.

Secara asal, karena akad yang terjadi adalah ijarah (sewa menyewa),
maka hak milik atas benda yang melekat pada kendaraan tetap berada pada
pemilik kendaraan. Akan tetapi, oli bekas yang telah dikeluarkan dari mesin dan
tidak lagi memiliki nilai guna utama bagi pemilik pendaraan pada umumnya
ditinggalkan dan tidak dimanfaatkan kembali. Dalam praktik yang berkembang
dimasyarakat Banggae Timur, oli bekas tersebut lazimnya langsung dikelola oleh
bengkel untuk kemudian dijual atau didaur ulang.

Dalama konteks praktik jasa ganti oli di Banggae Timur, apabila telah
menjadi kebiasaan umum bahwa oli bekas secara otomatis dikelola oleh bengkel
dan konsumen pada umumnya memahami serta tidak mempermasalahkan hal
tersebut, maka ‘urf tersebut dapat diposisikan sebagai bentuk persetujuan implisit.
Artinya, kerelaan tidak selalu harus dinyatakan secara tertulis, tetapi dapat lahir
dari kebiasaan yang telah diketahui dan diterima bersama. Selama konsumen
memiliki kesempatan untuk menolak atau mengambil kembali oli bekasnya,
namun memilih untuk membiarkannya dikelola oleh bengkel, maka hal itu
menunjukkan adanya Ridha secara hukum.

‘urf  berfungsi memperjelas status kepemilikan oli bekas setelah proses

penggantian dilakukan. Pada awalnya, oli bekas memang merupakan bagian dari
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harta pemilik kendaraan. Akan tetapi, ketika berdasarkan yang sah dan diketahui
bersama oli tersebut diserahkan untuk dikelola bengkel, maka terjadi perpindahan
hak secara tidak langsung yang dibenarkan oleh syarat. Dalam hal ini tidak
terdapat unsur pengambilan harta secara batil, karena perpindahan tersebut
didukung oleh kebiasaan yang tidak bertantangan dengan prinsip perlindumgan
harta (hifz al-mall).

Dalam kajian fikih muamalah, ‘urf yang sah (al-‘urf al-shahih) dapat
dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertantangan dengan nash dan tidak
mengandung unsur kezaliman. Kaidah fikih menyebutkan bahwa “al-‘adah
muhakkamah” (kebiasaan dapat dijadikan dasar penetapan hukum), yang
menunjukan bahwa praktik yang telah berlaku secara luas dan diterima
Masyarakat dapat memiliki kekuatan normatif.

Dari sudut pandang maslahah mursalah, pengakuan tethadap ‘urfini justru
memperkuat kemaslahatan. Bengkel memperoleh tambahan nilai ekonomi dari
pengelolaan limbah, Masyarakat terhindar dari dampak pencemaran limgkungan
akibat pembuangan sembarangan, dan praktik usaha berjalan secara efisien tanpa
menimbulkan sengketa. Apabila sebaliknya setiap oli bekas harus selalu
ditegaskan kembali kepemilikannya tanpa mempertimbangakan kebiasaan yang
telah mapan, maka hal tersebut justru berpotensi menimbulkan kesulitan
(masyagqqah) dan menghambat keselamatan yang lebih luas.

Maslahah mursalah dan keberlakuan ‘urf yang sah, dapat ditegaskan
bahwa oli bekas sisa penggantian oli motor dapat dinyatakan menjadi milik
bengkel, selama kebiasaan tersebut diketahui, diteima, dan tidak ditolak oleh
konsumen. Penetapan ini tidak bertantangan dengan prinsip syarat, bahkan sejalan
dengan tujuan hukum islam dalam menjaga harta, menciptakan keteraturan

muamalah, dan mewujudkan kemaslahatan umum.



BABV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data yang ditampung melalui wawancara,
peneliti dapat menarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jasa ganti oli motor di Kecamatan Banggae Timur pada dasarnya
merupakan akad ijarah, yaitu akad atas manfaat jasa penggantian oli
dengan imbalan upah tertentu, di mana seluruh rukun dan syaratnya telah
terpenuhi, baik para pihak, sighat, objek manfaat, maupun ujrah yang jelas
dan disepakati. Namun, dalam pelaksanaannya tidak terdapat akad
tambahan yang secara jelas mengatur pemindahan kepemilikan oli bekas,
karena oli bekas langsung ditampung oleh pihak bengkel tanpa konfirmasi
kepada konsumen. Dengan demikian, praktik yang terjadi secara hukum
hanya mencakup jasa dan tidak secara otomatis memindahkan kepemilikan
oli bekas kepada pihak bengkel.

2. Berdasarkan analisis fikih muamalah dan pendekatan maslahah,
kepemilikan (malikiyah) atas oli bekas pada praktik jasa ganti oli pada
dasarnya tetap berada pada pemilik kendaraan, karena akad yang terjadi
adalah ijarah sehingga tidak secara otomatis memindahkan hak milik.
Meskipun pengelolaan oli bekas oleh bengkel mengandung nilai maslahah
dari sisi ekonomi dan lingkungan, kemanfaatan tersebut tidak dapat
mengesampingkan prinsip perlindungan harta (hifz al-mal). Oleh karena
itu, pengambilan oli bekas tanpa izin yang jelas tidak sepenuhnya sah

secara syar’i.
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B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dibahasoleh peneliti di atas, terdapat
beberapan hal yang diharapkan dapat menjadi saran, yaitu:

1. Bagi mekanik atau pemilik bengkel dalam melakukan pergantian oli
diharapkan untuk tetap menawarkan pilihan kepada konsumen untuk
mengambil kembali atau menyerahkan oli bekas yang dimiliki oleh
konsumen itu sendiri untuk memastikan praktik usaha sesuai dengan
prinsip perlindungan harta (hifz al-mal) dalam hukum eknomi syariah.

2. Bagi konsumen sebaiknya menyampaikan secara langsung apabila ingin
mengambil kembali oli bekasnya agar hak kepemilikan tetap terjaga dan
tidak terjadi pengalihan tanpa persetujuan yang jelas.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan penelitian ini
dengan mengkaji lebih dalam praktik ini dari perspektif hukum selain

hukum islam dan mengkaji regulasi pengelolaah limbah.
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Busman, 35 tahun, Konsumen, di wawancarai pada tanggal 20 Januari 2026

Fariz, Muhammad, 23 tahun, di wawancarai pada tanggal 18 Januari 2026
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Hasrafiah, 31 tahun, konsumen, di wawancarai pada tanggal 27 Februari 2026

Husain, 53 tahun, Dosen Hukum Ekonomi Syariah, di wawancarai pada tanggal
19 Februari 2026

Igbal,Fahmi, 27 tahun, konsumen, di wawancarai pada tanggal 27 Februari 2026

Riyaldi, 35 tahun, pemilik bengkel, di wawancarai pada tanggal 18 Januari 2026
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PEDOMAN WAWANCARA

No

Rumusan Masalah

Informan

Pertanyaan

Bagaimana praktik
pemindahan
kepemilikan oli bekas
pada jasa Ganti oli
motor di bengkel
motor Kecamatan

Banggae Timur?

Pemilik bengkel

Sudah berapa lama anda

bekerja di bengkel motor?

. Bagaimana proses

pengelolaam oli bekas di
bengkel ini?

Siapa yang bertanggung
jawab atas penanganan oli

bekas di bengkel bapak?

. Apakah ada kesepakatan

antara bapak dan pelanggan
terkait dengan kepemilikan

oli bekas tersebut?

. Bagaimana jika memang

bapak memiliki oli bekas,

apakah bapak menjualnya?

. Apakah bapak memiliki

tantangan dalam
pengelolaan oli bekas di

bengkel ini?

Konsumen

. Apakah bapak/ibu pernah

mengambil oli bekas saat
oli pada motor bapak

diganti?

. Apakah bapak/ibu merasa

berhak atas oli bekas dari

motor bapak/ibu?

. Apakah bapak/ibu pernah

ditawari untuk membawa
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pulang oli bekas?

. Menurut bapak/ibu, apakah

wajar jika bengkel menjual
oli bekas dari kendaraan

tanpa memberitahu?

. Apa harapan bapak/ibu

terhadap bengkel dalam hal

penangan oli bekas?

Bagaimana analisis
Maslahah terhadap
praktik pemindahan
kepemilikan oli bekas
pada jasa Ganti oli
motor di bengkel
motor Kecamatan

Banggae Timur?

Tokoh agama

. Menurut pandangan ustadz,

apakah oli bekas dapat
dikategorikan sebagai harta
yang memiliki nilai
manfaat?

Siapa yang berhak menjadi
pemilik oli bekas tersebut
apakah pelanggan atau

pemilik bengkel?

. Jika bengkel menjual oli

bekas tanpa sepengahuan
pelanggan, apakah praktik

tersebut dapat dibenarkan?

. Apakah ustadz melihat

adanya potensi hibah atau
sedekah dari oli bekas

tersebut?
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Fariz, Muhammad, 23 tahun, di wawancara 18 Januari 2026
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Busman, 35 tahun, Konsumen, di wawancara pada tanggal 20 Januari 2026
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Hasrafiah, 31 tahun, konsumen, di wawancara pada tanggal 27 Februari 2026
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Husain, 53 tahun, Dosen Hukum Ekonomi Syariah, di wawancarai pada tanggal 19 Februai 2026
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